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  ۚ

  ۚ  

 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu 

menyampaikan amanat kepada yang berhak 

menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan 

dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran 

yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah 

adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.  

(Q.S. 4 [An-Nisa’] 58) 
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ABSTRAK 

 Skripsi ini membahas tentang masyarakat di Bangka 

Belitung bernama Rudi Irpansyah  telah melakukan 

penambangan tanpa IUP (Izin Usaha Pertambangan) yang 

mengakibatkan terjadinya korban dalam melakukan 

penambangan. Terdakwa  tidak memperhatikan peraturan 

menteri energi dan sumber daya mineral  tentang kaidah 

pertambangan yang baik dan benar. Dalam putusan dijelaskan 

bahwa terdakwa melanggar Pasal 158 Undang-Undang No 4 

Tahun 2009 tentang Petambangan Mineral dan Batubara, 

dimana jaksa memberikan tuntutan pidana penjara 2 (dua) 

bulan dan denda 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).   

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis 

normatif yang bersifat penelitian doktrinal atau pustaka yaitu 

dengan mempelajari undang - undang yang berkaitan dengan 

pertambangan tanpa izin dan kemudian melihat putusan dan 

dianalisis berdasarkan ketentuan normatif. Penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat 

penelitian doktrinal atau pustaka. Metode analisis data pada 

penelitian ini menggunakan teknik deskriptif kualitatif dengan 

cara reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. 

 Hasil penelitian menurut hukum formil terhadap 

putusan tersebut sudah sesuai dengan pasal 197 ayat (1) Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana adapun Majelis Hakim 



 
 

x 

 

memutus terdakwa dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan 

penjara dan denda 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan 

pertimbangan antara lain : tidak mendukung program 

pemerintah terkait sumber daya alam, terjadinya kerusakan 

lingkungan, membahayakan dan mengakibatkan adanya 

korban. Tuntutan Jaksa dan Putusan Hakim tidak sama dimana 

seharusnya putusan Hakim itu sesuai dengan tuntutan yang 

diajukan oleh Jaksa, Menurut hukum dimana hakim 

mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar dari apa yang 

dituntut oleh jaksa penuntut umum.  

 

Kata kunci : pertimbangan hakim, tambang timah, sanksi 

pidana pertambangan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Banyak problematika pertambangan Timah 

saat ini, seperti makin maraknya kasus pemegang izin 

usaha pertambangan atau lUP yang tidak memenuhi 

syarat tapi menjadi penadah hasil tambang secara 

ilegal. Pusat Studi Hukum Energi dan Pertambangan  

juga telah melakukan kajian terhadap pemetaan kasus 

hukum sektor energi dan pertambangan. Dalam kajian 

tersebut ditemukan permasalahan bahwa 

pertambangan ilegal atau kegiatan pertambangan tanpa 

izin merupakan jenis pelanggaran yang paling 

mendominasi kasus hukum pertambangan sepanjang 

tahun 2020.1 

Secara factual, jumlah produksi timah yang 

dihasilkan tidak hanya berasal dari produksi 

perusahaan timah yang ada di Pulau Bangka dan 

Belitung, tetapi juga ada timah yang berasal dari 

aktivitas tambang timah inkonvensional yang 

                                                           
1 Anonim, “Pertambangan Timah Ilegal Makin Marak,” 

Kabar OMBUDSMAN, 2021. 
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merupakan kategori tambang rakyat yang mempunyai 

ciri illegal yang cukup signifikan memberikan 

kontribusi produksi timah. Dengan jumlah tambang 

timah inkonvensional yang mencapai ribuan unit dan 

beroperasi di seluruh wilayah Pulau Bangka, termasuk 

di Kabupaten Bangka maka kontrol yang dilakukan 

oleh perusahaan menjadi sangat luas sehingga aspek 

pengawasan khususnya terkait dengan pengendalian 

hasil produksi tambang dan kewajiban pengelola 

lingkungan menjadi sangat sulit dilakukan.2 

Sedangkan berdasarkan catatan WALHI Babel 

dari 2017 hingga 2020, ada 59 orang meninggal dunia 

akibat kecelakaan tambang timah yang didominasi 

tambang timah rakyat [ilegal] baik di darat maupun di 

laut. Korban tertinggi pada 2019 dengan 25 jiwa 

sementara di 2020 sudah 19 jiwa. Kecelakaan 

seringkali terjadi karena banyak masyarakat kita yang 

diiming-imingi keuntungan besar menambang timah, 

makanya aspek penting seperti keselamatan kerja 

seringkali diabaikan.3 

                                                           
2 Derita Prapti Rahayu, “Tambang Timah Kini, Masa Depan 

Indonesia Nanti,” CNBC Indonesia, 2021. 
3 Nopri Ismi, “Selain Rusak Lingkungan, Tambang Timah 

Di Bangka Juga Makan Korban Jiwa,” MONGABAY, 2020. 



 
 

3 

 

Salah satu pekerja tambang timah illegal yang 

meninggal yaitu di Dusun Tirus Desa Riau Kecamatan 

Riausilip Bangka. Dari pihak kepolisian memastikan, 

insiden ini memang menimbulkan korban jiwa, adapun 

kronologis kejadian pada saat korban korban bersama 

rekannya sedang bekerja di tambang sedalam sembilan 

meter tiba-tiba tanah yang di sebelah mesin mengalami 

longsor dan menimbun mesin isap tanah dan korban 

tertimbun sebatas dada. 

Akibat kejadian tersebut korban meninggal 

dunia di tempat kejadian dan kemudian dibawa ke 

rumah duka di Kampung Simpang Tiga Belinyu 

Bangka. Adapun identitas korban laka tambang 

tersebut yakni Warto alias Ucrit usia 37 tahun dan 

empat orang pekerja tambang lainnya selamat, Polisi 

lalu mengambil keterangan dan memeriksa saksi. 

Polisi juga tidak luput memeriksa pemilik tambang 

timah illegal yang inisilnya  A untuk memberikan 

keterangan terkait kejadian tersebut.   

Adapun Kapolres Bangka AKBP Aris 

Sulistyono sedang di luar  daerah pada saat mendapat 

laporan tanah longsor yang sampai  ada korban, Lalu 

Kapolres segera memerintahkan anggotanya untuk 

menyelidiki informasi tersebut, termasuk desas-desus 
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atau dugaan terlibatnya oknum berinisial A. Anggota 

polisi yang ditugaskan segera mendatangi  TKP guna 

melakukan penyelidikan secara pelan-pelan dan 

mendetail agar  kasus tersebut cepat selesai.4 

Padahal dalam pasal 2 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara, di pasal tersebut sudah ditentukan 

mengenai asas-asas hukum Pertambangan Mineral dan 

Batubara yaitu, asas manfaat, asas keadilan, asas 

keseimbangan, asas keberpihakan kepada kepentingan 

bangsa, asas partisipasi, asas transparansi, asas 

akuntabilitas, asas keberlanjutan dan berwawasan 

lingkungan. Dalam asas tersebut terdapat asas 

keseimbangan artinya suatu asas yang menghendaki 

bahwa dalam pelaksanaan Pertambangan Mineral dan 

Batubara harus mempunyai kedudukan hak dan 

kewajiban yang setara dan seimbang antara pemberi 

izin dengan pemegang izin.5 

Dari kejadian pertambangan timah illegal 

diatas yang memamakan korban, sangat perlu adanya 

                                                           
4 Fery Laskar, “Satu Pekerja Tam 

bang Ilegal Tewas Dan Empat Selamat Tertimpa Tanah 

Longsor Di Riausilip,” Bangka Pos.com, 2022. 
5 Adrian Sutedi, Hukum Pertambangan (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012). 180 
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pembinaan dan pengawasan ekstra harus dilakukan 

serta optimalisasi pembinaan tentang perizinan yang 

baik dan benar oleh provinsi melalui SKPD terkait. 

Untuk mempermudah suatu proses 

perizinan/administrasi, Provinsi wajib segera membuat 

UPTD disemua Kabupaten/Kota. Adanya 

desentralisasi di Provinsi juga harus mengoptimalkan 

perannya mulai dari penertiban IUP yang selektif dan 

ketat, seperti melalui instrumen AMDAL yang harus 

benar-benar dilaksanakan oleh pemegang IUP. 

Pengecekan langsung kelapangan seharusnya 

dilakukan sejak IUP diajukan, eksploitasi dan operasi 

produksi, serta pengawasan langsung terhadap proses 

jual beli timah guna menjamin timahnya itu berasal 

dari IUP nya sendiri. Begitupula saat aktivitas ekspor 

itu dilakukan, badan surveyor dan bea cukai sangat 

penting pada saat ekspor timah agar timah yang di 

ekspor itu legal dan bukan dari hasil tambang timah 

illegal. Hal itu guna menghindari adanya 

penyelundupan dan ekspor timah yang tidak sesuai 

spesipikasi yang ditentukan.6 

                                                           
6 Dwi Haryadi, Pengantar Hukum Pertambangan Mineral 

Dan Batu Bara (Bangka: UBB, 2018). Hal 70 
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Salah satu kasus yang sering dilakukan dalam 

hal pertambangan yaitu Tindak Pidana Pertambangan 

Ilegal, dimana seseorang membuka suatu lahan untuk 

pertambangan tetapi tidak mendapat izin dari 

pemerintah. Padahal telah diatur dalam Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara yang terdapat dalam Pasal 158 

yang berbunyi “setiap orang yang melakukan usaha 

penambangan tanpa IUP, IPR, atau IUPK sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, 

Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 

10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).7 

Berdasarkan bunyi pasal di atas sangat jelas 

bahwa setiap orang yang melakukan pertambangan 

tanpa izin maka akan dikenakan sanksi pidana. Hukum 

pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang 

berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar 

dan aturan-aturan untuk menentukan perbuatan-

perbuatan seseorang yang mana perbuatan itu tidak 

                                                           
7 “Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang 

Pertambangan Mineral Dan Batubara.,”. 
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boleh dilakukan, dilarang dan disertai suatu ancaman 

atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang 

siapa yang melanggar larangan tersebut.8 

Contohnya seperti seorang hakim dalam 

menjatuhkan hukuman pidana terhadap pertambangan 

timah illegal di Bangka, pada putusan nomor 

119/PID.SUS/2020/PN SGL hakim menjatuhkan 

hukuman pidana terhadap terdakwa Rudi Irpansah, 

umur 51 tahun, alamat Jln Bahari Rt 03 Rw 06 

kelurahan Kuto Panji Kecamatan Belinyu Kabupaten 

Bangka. Terdakwa diancam dengan Pasal 158 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara “setiap orang 

yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR, 

atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, 

Pasal 40 ayat (3), Pasal 18, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 

ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Terdakwa dituntut oleh JPU dengan tuntutan 2 (dua) 

bulan penjara dan denda Rp. 500.000 (lima ratus ribu 

                                                           
8 Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka 

cipta, 2008). 1 
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rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan. Sedangkan 

dalam amar putusan hakim menyatakan bahwa 

terdakwa terbukti sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana melakukan usaha 

pertambangan mineral tanpa IUP, IPR, dan IUPK dan 

dijatuhi hukuman 3 (tiga) bulan penjara dan denda 

sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka 

diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.9 

Dari kasus tersebut menegaskan bahwa 

tuntutan yang diajukan oleh JPU pada dasarnya sangat 

ringan dan masih sangat jauh dari rasa keadilan hukum. 

Undang-Undang Minerba telah menyatakan bahwa 

setiap orang yang melakukan usaha pertambangan 

tanpa IUP, IPR atau IUPK diancam pidana penjara 

paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

Jika dibandingkan dengan tuntutan  JPU, Maka terlihat 

tuntutan tersebut sangat disparitas hukum yang sangat 

jauh dari upaya penegakan hukum. 

Sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh 

Majelis Hakim tersebut pada dasarnya merupakan 

                                                           
9 “Putusan Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl,”. 
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putusan yang sifatnya ultra petita. Putusan ultra petita 

ialah putusan oleh Hakim menjatuhkan putusan dari 

yang diminta Jaksa. Dalam kasus ini, Jaksa menuntut 

pidana penjara selama 2 (dua) bulan penjara sementara 

Majelis Hakim menjatuhkan putusan selama 3 (tiga) 

bulan penjara. Putusan tersebut sebenarnya 

menunjukkan bahwa upaya penegakan hukum 

terhadap sector pertambangan illegal masih sangat 

lemah dan setengah hati. Terlihat hakim belum 

memiliki kemauan hukum yang tinggi untuk 

melakukan penegakan hukum dan memberikan efek 

jera bagi pelaku penambang liar. Berdasarkan uraian 

pada latar belakang di atas, penulis melaksanakan 

penelitian dalam rangka penyusunan skripsi dengan 

judul “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP 

PUTUSAN NOMOR 119/PID.SUS/2020/PN 

SGL DALAM  PERKARA TINDAK PIDANA 

PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL DI 

BANGKA BELITUNG” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah di 

uraikan di atas, maka penulis membuat beberapa 
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pertanyaan yang akan menjadi pembahasan dalam 

skripsi ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana tinjauan hukum formil terhadap putusan 

NO. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl?   

2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap pelaku pertambangan timah illegal di 

Bangka?  

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan permasalahan yang 

dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui hukum formil pada putusan NO. 

119/Pid.Sus/2020/PN Sgl. 

2. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pertambangan timah 

illegal di Bangka. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam penelitian ini diharapkan mampu 

memberikan manfaat secara teoritis maupun praktis, 

sebagai berikut: 
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1. Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah 

pemahaman mengenai hukum pidana khususnya 

pidana pertambangan.  

2. Secara Praktis  

a. Untuk memberikan sumbangan pemikiran 

sebagai bahan ajaran dibidang akademik. 

b. Untuk memberikan manfaat kepada praktisi 

terkait dalam bidang hukum pidana serta 

penegakan hukum terhadap tindak pidana 

pertambangan timah illegal khususnya di 

Bangka. 

 

E. Tinjauan Pustaka 

1. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Erwin Ubwarin, Elias 

Zadrack Leasa, dan Valentino Demitry Soplantina, 

yang berjudul "Disparitas Putusan Pengadilan 

Negeri Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap 

Pelaku Illegal Mining Batu Cinabar”. 

Jurnal ini membahas tentang Dasar Pertimbangan 

Hukum Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana 

Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu Cinnabar 

adalah pertimbagan yuridis sesuai dengan yang 
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tertulis unsur Pasal 161 Undang-Undang Nomor 4 

Tahun 2009, pasal 183 Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana dan pertimbangan non yuridis 

yaitu pertimbangan meringankan dan memberatkan 

dan meringankan. Dalam putusan hakim terhadap 

perkara Illegal Mining menurut si penulis memenuhi 

keadilan substantif karena kedua putusan diatas 

menimbulkan disparitas, dan ancaman hukuman 

tinggi dalam undang-undang 10 Tahun namun 

putusan hanya 1 dan dua tahun, sedangkan bahaya 

merkuri sangat berbahya bagi kehidupan 

masyarakat.10  

Perbedaan dari isi dengan judul yang penulis ajukan 

terletak pada putusan yang dianalisis penulis hanya 

1 putusan bukan 2 putusan dimana putusan tersebut 

hakim pengadilan negeri bangka belitung hanya 

memutus perkara tindak pidana pertambangan 

dengan pidana penjara  3 bulan dimana 

pertimbangan non yuridis dirasa kurang cermatnya 

hakim dalam pertimbangannya. 

                                                           
10 Valentino Demitry Soplantina Erwin Ubwarin, Elias 

Zadrack Leasa, “Disparitas Putusan Pengadilan Negeri Dalam 

Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Illegal Mining Batu 

Cinnabar,” Jurnal Ilmiah Ambon Volume 1, no. Universitas 

Pattimura (2020): 38. 
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2. Skripsi yang ditulis oleh Budi Setiawan Daulay, 

yang berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Proses 

Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa Izin 

Usaha Yang Dilakukan Oleh Kelompok 

Masyarakat”.  

Skripsi ini membahas mengenai bentuk-bentuk 

tindak pidana pertambangan, pertanggungjawaban 

pidana tindak pidana pertambangan tanpa izin usaha, 

dan juga untuk mengetahui mekanisme hukum acara 

dalam penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa 

izin usaha yang dilakukan oleh kelompok 

masyarakat.serta mekanisme hukum acara dalam 

penyidikan tindak pidana pertambangan tanpa izin 

usaha yang dilakukan oleh kelompok masyarakat 

yaitu dilaksanakan oleh penyidik kepolisian 

bersama-sama dengan penyidik PPNS yang bertugas 

dibidang pertambangan. Proses itu mulai dari 

memeriksa kebenaran laporan, memeriksa saksi, 

menggeledah sampai melakukan penangkapan 

kepada kelompok masyarakat yang terlibat.11  

                                                           
11 Budi setiawan Daulay, Skripsi : Tinjauan Yuridis 

Terhadap Proses Penyidikan Tindak Pidana Pertambangan Tanpa 

Izin Usaha Yang Dilakukan Oleh Kelompok Masyarakat (Medan: 

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020). 
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Perbedaannya yaitu penulis akan membahas 

mengenai mekanisme hukum acara pidana formil 

dimana penulis lebih menitik beratkan pada 

persyaratan apa saja yang ada pada putusan 

pengadilan negeri apakah sudah sesuai hukum 

formil ataukah belum dalam pelaksanaannya. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Aldrianto Munir, yang 

berjudul "Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana 

Kegiatan penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 

311/PID SUS/2019/PN SGM)”.  

Skripsi ini membahas tentang masalah mengenai 

penerapan hukum dalam perkara tindak pidana 

kegiatan penambangan diluar wilayah izin usaha 

pertambangan (WIUP) pada Putusan Nomor 

311/Pid.Sus/ 2019/PN.Sgm dan juga penerapan 

hukum pidana oleh Jaksa Penuntut Umum dalam 

perkara Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2019/PN.Sgm 

menilai bahwa si terdakwa telah terbukti melakukan 

suatu tindak pidana pertambangan tanpa izin pada 

Sungai Je’neberang Gowa dan perbuatan Terdakwa 

melanggar ketentuan Pasal 158 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 dengan tuntutan hukuman 8 
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(delapan) bulan penjara oleh Jaksa Penuntut 

Umum.12  

Perbedaannya yaitu pada objek penelitian maka 

akan berbeda pula jaksa penuntut umum dalam 

menjatuhkan tuntutan terhadap si pelaku tindak 

pidana pertambangan timah illegal dan juga 

terdakwa dalam putusan yang peneliti lakukan itu 

tidak memiliki izin usaha pertambangan (IUP). 

4. Jurnal ilmiah yang ditulis oleh Audia Priti Sarasvati, 

yang berjudul "Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras 

Secara Ilegal Criminal Sanctions Against 

Perpetrators Of Illegal Padas (Paras Stone)”.  

Jurnal ini membahas tentang pengaturan sanksi 

pidana terhadap pelaku tindak pidana penambangan 

batu padas (paras) secara ilegal dan pertimbangan 

hakim terhadap pelaku tindak pidana penambangan 

batu padas (paras) secara ilegal. Dimana bentuk-

bentuk pengaturan izin usaha pertambangan sudah 

diatur dalam undang-undang no. 4 tahun 2009 

                                                           
12 Aldrianto Munir, Skripsi : Tinjauan Yuridis Terhadap 

Tindak Pidana Kegiatan Penambangan Di Luar Wilayah Izin Usaha 

Pertambangan (WIUP) (Studi Kasus Putusan Nomor 

311/PID.SUS/2019/PN.SGM) (Makassar: Universitas Hasanuddin, 

2020), 104. 
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tentang pertambangan mineral dan batubara dan jika 

ingin memiliki izin dalam kegiatan pertambangan 

harus memenuhi syarat-syarat berupa syarat 

administratif, syarat teknis, syarat lingkungan dan 

syarat finansial.13  

Perbedaan dari judul tersebut dengan penelitian 

penulis yaitu terletak pada penjatuhan hukuman 

pidana penjara terhadap subjek hukum yang dengan 

sengaja melakukan pertambangan timah ilegal serta 

dimana hukuman pidana penjara masih dirasa belum 

menimbulkan efek jera terhadap si pelaku.  

5. Tesis yang ditulis oleh Jerico Lavian Chandra, 2020, 

Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara, 

berjudul "Tindak Pidana Illegal Mining Bagi 

Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa 

Izin".  

Tesis ini membahas tentang bentuk-bentuk tindak 

pidana illegal mining yang meliputi Tindak pidana 

melakukan pertambangan tanpa izin baik IUP, IPR 

atau IUPK, Tindak pidana menyampaikan data 

                                                           
13 Audia Pitri Sarasvati, “Sanksi Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Penambangan Batu Padas Atau Paras Secara Illegal 

Criminal Sanctions Against Perpetrators Of Illegal Padas (Paras 

Stone),” Jurnal Ilmiah Denpasar -Bali Volume 1, no. Universitas 

Warmadewa (2020): 7. 
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laporan keterangan palsu, Tindak pidana melakukan 

ekplorasi tanpa hak, Tindak pidana sebagai 

pemegang IUP eksplorasi tapi melakukan kegiatan 

operasi produksi, Tindak Pidana Pencucian Barang 

Tambang, Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan 

Usaha Pertambangan.14  

Adapun perbedaan dengan apa yang akan penulis 

bahas yaitu penulis akan lebih fokus pada apa saja 

bentuk pertimbangan hakim dalam mengadili tindak 

pidana pertambangan timah tanpa izin serta 

pertanggung jawabannya. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan  

Jenis penelitian yang digunakan yaitu 

penelitian yuridis normatif. Penelitian hukum yang 

dilakukan dengan menggunakan peraturan 

perundang-undangan, keputusan/ketetapan 

pengadilan, teori hukum, dan pendapat para 

sarjana. Dalam penelitian ini terdapat dua (2) 

metode pendekatan yang akan digunakan yaitu 

                                                           
14 Jerico Lavian Chandra, Tindak Pidana Illegal Mining 

Bagi Perusahaan Yang Melakukan Pertambangan Tanpa Izin 

(Medan: Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2020). 
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pendekatan perundang-undangan (statue 

approach), pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan perundang-undangan (statue 

approach). Pendekatan ini dilakukan dengan 

menelaah semua undang-undang dan regulasi yang 

bersangkutan dengan permasalahan yang sedang 

diteliti. 

Pendekatan kasus (case approach). 

Pendekatan ini bertujuan untuk mempelajari 

penerapan norma-normaatau kaidah hukum yang 

dilakukan dalam praktik hukum. Terutama 

mengenai kasus-kasus yang telah diputus 

sebagaimna  yang dapat dilihat dalam 

yurisprudensi terhadap perkara perkara yang 

menjadi fokus penelitian.15 

2. Sumber Data 

Penelitian yuridis normatif menitik beratkan 

studi kepustakaan, oleh karena itu maka data yang 

dijadikan bahan penelitian adalah data sekunder 

atau bahan pustaka yang mencakup bahan hukum 

                                                           
15 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum (Mataram: 

Mataram University Press, 2020). 45-57 
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primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum 

tersier. 

a. Bahan hukum primer, Bahan hukum primer 

meliputi Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1946 tentang Undang-

Undang Kitab Hukum Pidana, Undang-

Undnag Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

Tentang Pertambangan Mineral dan Batu 

Bara, Putusan Pengadilan Negeri Nomor : 

119/PID.SUS/2020/PN SGL 

b. Bahan hukum sekunder, Bahan hukum 

sekunder, yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer, seperti, 

rancangan undang-undang, hasil-hasil 

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, 

dan seterusnya. 

c. Bahan hukum tersier, Bahan hukum tersier, 

yakni bahan yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum 

primer dan sekunder; contohnya adalah 
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kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif, dan 

seterusnya.16 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Karena penelitian ini menitikberatkan pada 

data sekunder, maka teknik pengumpulan bahan 

hukum dilakukan melaui studi kepustakaan, yaitu 

pengkajian suatu informasi dengan cara 

penelusuran bahan hukum berupa putusan-putusan 

pengadilan, statistik kejahatan berbagai peraturan 

perundangan, berbagai literatur pendukung, hasil 

penelitian, dan penelusuran melalui teknologi 

informasi.17 

4. Teknik Analisis Data 

Penelitin ini bersifat deskriptif analisis, 

dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan 

struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang 

dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau 

makna aturan hukum yang dijadikan rujukan 

                                                           
 16 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum 

Normatif (Jakarta: Rajawali, 1985).  34-35 

 17 Ibid. 65 
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dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang 

menjadi objek kajian. 

 

G. Sistematika Penulisan 

Supaya mempermudah memahami 

pembahasan skripsi ini, maka penulis menyusun 

kerangka penelitian ke dalam beberapa bab engan 

sistematika penulisan sebagai berikut: 

1. Bab I merupakan pendahuluan meliputi latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

manfaat penelitian, kajian pustaka, kerangka teori, 

metodologi penelitian dan sistematika penulisan 

skripsi. 

2. Bab II merupakan tinjauan teoritis yang 

menguraikan mengenai pengertian pertambangan, 

jenis-jenis pertambangan, Tambang timah ilegal, 

dan asas-asas pertambangan. 

3. Bab III berisi mengenai pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pidana. Bab ini terdiri 

dari dua sub. Pertama, berisi tentang Putusan 

Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 

119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. Kedua, berisi tentang 
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dasar pertimbangan hakim dalam perkara Nomor 

119/Pid.Sus/2020/PN. 

4. Bab IV berisi mengenai hasil penelitian dan 

analisis. Bagian ini akan menjelaskan tentang 

tinjauan hukum formil terhadap putusan dan 

analisis terkait pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana terhadap penambang 

timah tanpa izin di Bangka Belitung. 

5. Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan 

dan saran. Pada bab ini akan diuraikan kesimpulan 

dari analisis dam pembahasan serta saran atau 

rekomendasi dari penulis terhadap permasalahan 

dalam penelitian.  
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BAB II 

TINJAUAN UMUM TENTANG PERTAMBANGAN 

 

A. Pengertian Pertambangan 

Indonesia merupakan salah satu negara yang 

kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam 

sendiri ada yang dapat diperbarui dan ada juga yang 

tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang tidak 

dapat diperbarui seperti tembaga, emas, perak, intan, 

batubara, mangan dan lain-lainnya. Sedangkan 

penggolongan bahan galian dari aspek hukum sendiri 

sangatlah penting, karena akan terkait dengan 

pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan 

pengusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak 

untuk mengusahakannya. Sebelum membahas tentang 

dasar penggolongan bahan-bahan galian, terlebih 

dahulu  memahami pengertian dan karakteristiknya. 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia bahwa 

pertambangan adalah urusan (pekerjaan dan 

sebagainya yang mengenai tambang). Jadi 

pertambangan adalah suatu tahapan kegiatan 

eksplorasi, penyidikan umum, eksploitasi yang 

dilakukan dalam bentuk menggali, mengebor, atau 
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bahkan memotong segala sesuatu yang dikaterogikan 

dalam bahan galian, misalnya mineral, batu bara, dan 

batuan, baik sudah terdapat di permukaan tanah 

ataupun yang masih berada di bawah tanah.18 

Istilah hukum pertambangan merupakan 

terjemahan dari bahasa inggris, yaitu mining law. 

Hukum pertambangan adalah : “hukum yang mengatur 

tentang penggalian atau pertambangan biji-biji dan 

mineral-mineral dalam tanah”. Penggalian atau 

pertambangan merupakan usaha untuk menggali 

berbagai potensi-potensi yang terkandung dalam perut 

bumi. Apabila dilihat dari definisi ini tidak terlihat 

bagaimana hubungan antara pemerintah dengan subjek 

hukum. Padahal untuk menggali bahan tambang itu 

diperlukan perusahaan atau badan hukum yang 

mengelolanya. 

Hukum pertambangan adalah ketentuan 

khusus yang mengatur mengenai hak menambang 

(bagian dari tanah yang mengandung logam berharga 

di dalam tanah atau bebatuan) menurut aturan-aturan 

yang telah ditetapkan. Definisi ini difokuskan kepada 

                                                           
 18 Abdul halim barkatullah Dkk, Buku Ajar Hukum 

Pertambangan (Bandung: Nusa Media, 2017).  11 
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hak-hak masyarakat untuk melakukan penambangan 

pada sebidang tanah atau bebatuan yang telah 

ditentukan. Sementara itu, hak menambang adalah hak 

untuk melakukan kegiatan penyelidikan dan hak untuk 

melakukan kegiatan eksploitasi. Begitu juga dengan 

objek kajian hukum pertambangan yang mana tidak 

hanya mengatur hak penambang semata-mata, tetapi 

juga mengatur kewajiban penambang kepada negara. 

Hukum pertambangan merupakan salah satu 

bidang kajian hukum yang mengalami perkembangan 

yang amat sangat pesat. Hal ini dibuktikan dengan 

ditetapkannya berbagai peraturan perundang-

undangan yang mengatur tentang pertambangan. Pada 

tahun 1960-an undang-undang yang mengatur tentang 

pertambangan yaitu undang-undang nomor 11 tahun 

1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 

Pertambangan, sementara pada dekade tahun 2000 atau 

khususnya pada tahun 2009, maka pemerintah dengan 

persetujuan DPR RI telah menetapkan Undang-

Undang Nomor 4 tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara.19 

                                                           
 19 Salim HS, Hukum Pertambangan Mineral Dan Batubara 

(Jakarta: Sinar Grafika, 2012). 11-13 
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Seiring berjalannya waktu, pengaturan 

mengenai pertambangan mineral dan batubara saat ini 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2OO9 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara akan 

tetapi masih belum bisa menjawab terkait 

perkembangan, permasalahan, dan kebutuhan hukum 

dalam penyelenggaraan pertambangan mineral dan 

batubara, sehingga perlu diadakannya perubahan agar 

dapat menjadi suatu dasar hukum yang efektif, efisien, 

dan komprehensif dalam penyelenggaraan 

pertambangan mineral dan batubara. Hingga saat ini 

muncul undang-undang baru yaitu Undang-Undang 

Nomor 3 Tahun 2020 atas perubahan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara yang mana tidak semua isi didalam 

undang-undang tersebut diganti semua isinya, tetapi 

ada beberapa isi dari undang-undang tersebut masih 

sama dan sebagian ada yang direvisi bahkan ada yang 

dihapus. 

Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

yang dimaksud dengan Pertambangan adalah sebagian 

atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, 

pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara 

yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi 
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kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan 

atau pemurnian atau pengembangan dan  atau 

pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta 

kegiatan pasca tambang.20 

 

B. Asas-Asas Hukum Pertambangan  

Teori penegakan hukum menurut Gustav 

Radbruch harus memenuhi 3 (tiga) unsur, unsur 

tersebut adalah keadilan, kepastian hukum, dan 

kemanfaatan hukum. Hukum yang dibuat harus 

mampu memberikan rasa keadilan, kepastian hukum 

serta sebagai sarana pengintegrasian kepentingan 

sosial. Kepastian hukum merupakan kebutuhan 

masyarakat yang sangat fundamental, dimana harapan 

hukum yang adil dapat terpenuhi dengan dasar 

kepastiaannya melalui positivisasi hukum.  Dari 

pemahaman tersebut kepastian dan keadilan 

merupakan hakikat hukum, maka hukum positif harus 

merealisasikan prinsip-prinsip tersebut. 

Apabila dilihat dalam Undang-Undang Nomor 

3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan 

                                                           
 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 
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Batubara maka asas-asas tersebut tidak tercantumkan, 

melainkan asas-asas tentang pertambangan masih 

terdapat dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009.21 Asas-asas itu meliputi: 

 Manfaat, 

Asas manfaat merupakan asas di mana dalam 

pengelolaan sumber daya mineral dan batubara 

dapat memberikan suatu kegunaan bagi 

kesejahteraan masyarakat umum. 

 Keadilan. 

Asas keadilan merupakan asas dalam 

pengelolaan dan pemantaatan bahan mineral dan 

batubara di mana dalam pemanfaatannya itu 

harus memberikan hak yang sama rata bagi 

masyarakat banyak. Masyarakat dapat diberikan 

hak untuk mengelola dan memanfaatkan mineral 

dan batubara juga berkewajiban menjaga 

kelestarian lingkungan hidup. 

 Keseimbangan. 

Asas keseimbangan merupakan asas yang 

menghendaki tentang pelaksanaan pertambangan 

                                                           
 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 
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mineral dan batubara harus mempunyai 

kedudukan hak dan kewajiban yang setara antara 

si pemberi izin dengan si pemegang izin. Pemberi 

izin dapat menuntut hak-haknya kepada 

pemegang izin. Terkait IPR, IUP maupun IUPK. 

Begitu juga pemegang izin dapat menuntut 

haknya kepada pemberi izin agar pemberi izin 

dapat melaksanakan kewajibannya, seperti 

memberikan pembinaan dan pengawasan 

terhadap pemegang izin. Ini berarti 

keseimbangan dalam hak dan kewajiban. 

 Keberpihakan kepada kepentingan bangsa. 

Asas keberpihakan kepada kepentingan bangsa 

merupakan asas yang dalam pelaksanaan 

pertambangan mineral dan batubara baik 

pemerintah pusat maupun pemerintah daerah 

harus memihak atau pro kepada kepentingan 

bangsa. Dalam asas ini menjelaskan bahwa 

kepentingan bangsa yang harus diutamakan 

bukam kepentingan dari para investor. Akan 

tetapi disisi lain pemerintah juga harus 

memerhatikan kepentingan investor. 

 Partisipatif. 
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Asas partisipatif merupakan asas yang dalam 

pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara 

tidak hanya berperan pemberi dan pemegang izin 

saja, akan tetapi masyarakat juga harus berada di 

lingkar tambang dan harus  ikut berperan dalam 

pelaksanaan kegiatan tambang. Salah satu peran 

serta masyarakat yaitu masyarakat  dapat ikut 

serta bekerja pada perusahaan tambang dan 

menjadi pengusaha maupun distributor. 

 Transparansi. 

Asas transparansi merupamam asas yang dalam 

pelaksanaan pertambangan mineral dan batubara 

harus dilakukan secara tranparan. Artinya setiap 

informasi yang disampaikan kepada masyarakat 

oleh pemberi dan pemegang izin harus 

disosialisasikan secara jelas dan terbuka kepada 

masyarakat. Misalnya tentang tahap-tahap 

kegiatan pertambangan, kebutuhan tenaga kerja, 

dan lainnya. 

 Akuntabilitas. 

Asas akuntabilitas merupakan asas dimana setiap 

kegiatan pertambangan mineral dan batubara 

dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat 

dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
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kepatutan. Asas akuntabilitas erat kaitannya 

dengan hak-hak yang akan diterima oleh 

pemerintah, baik pemerintah pusat maupun 

daerah yang bersumber dari kegiatan 

pertambangan mineral dan batubara. 

 Berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. 

Asas berkelanjutan dan berwawasan lingkungan 

merupakan asas di mana dalam penyelenggaraan 

kegiatan usaha pertambangan harus 

memerhatikan lingkungan hidup agar tidak 

terjadi pencemaran lingkungan dan lahan 

tersebut bisa digunakan untuk kegiatan dimasa 

mendatang, oleh sebab itu perlu adanya kegiatan 

pasca-tambang sehingga tidak menimbulkan 

kerusakan lingkungan yang berlebihan.22 

 

C. Jenis-Jenis Pertambangan 

Jenis-jenis bahan galian perspektif hukum 

sangatlah penting, karena akan terkait dengan 

pelaksanaan penguasaan negara dan pengaturan 

pengusahaan serta siapa atau badan apa yang berhak 

                                                           
 22 Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia (Jakarta: 

PT. Raja Grafindo Persada, 2007). 22-24 
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untuk mengusahakannya. Objek penambangan sendiri 

tidak dinamakan bahan tambang melainkan bahan 

galian, yang dimaksud bahan galian ialah segala bahan 

yang perolehannya dilakukan melalui kegiatan 

penambangan.23 Pengertian mengenai bahan galian 

menurut Undang-Undang Ketentuan Pokok 

Pertambangan atau biasa disebut dengan UUPP 1967 

pasal 2 bagian (a) ialah: “unsur-unsur kimia, mineral-

mineral, bijih-bijih dan segala macam batuan termasuk 

batu-batu mulia yang merupakan endapan-endapan 

alam”.24 Kemudian karakteristiknya berupa benda 

padat, cair, dan gas yang keadaannya masih dalam 

bentuk endapan alam atau letakan alam yang melekat 

pada batuan induknya dan belum terjamah oleh 

manusia. 

Jadi bahan galian adalah suatu bahan yang 

sudah berada di suatu lingkungan, baik yang sudah 

nampak di permukaan tanah ataupun yang masih 

berada di dalam tanah yang mana keduanya sama-sama 

menggunakan proses dalam mendapatkan bahan galian 

                                                           
 23 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UII 

Press Yogyakarta, 2004). 85 

 24 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 

1967 Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan 
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tersebut. Penggolongan bahan galian secara hukum 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 

Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan Pasal 3 ayat 

(1), berikut penjelasannya: 

a. Bahan galian strategis atau golongan a artinya 

strategis bagi pertahanan/keamanan negara 

atau bagi perekonomian negara. Contohnya, 

batubara, minyak bumi, dan gas alam. 

b. Bahan galian vital atau golongan b, artinya 

bahan galian yang dapat menjamin hajat hidup 

orang banyak. Contohnya besi, mangan, 

bauksit. 

c. Bahan galian tidak strategis dan tidak vital atau 

golongan c, artinya bahan galian yang tidak 

dianggap langsung mempengaruhi hajat hidup 

orang banyak, baik karena sifatnya, maupun 

karena kecil jumlah depositnya. Dengan 

demikian ada kemungkinan suatu bahan galian 

sifatnya strategis dan vital, tetapi karena 

jumlah depositnya terlalu kecil, maka 
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dikualifikasi sebagai bahan galian c. 

Contohnya marmer, nitrat, asbes.25 

Berikut penggolongan jenis bahan galian 

berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 

1980 yang tertera dalam Pasal 1: 

a. Golongan bahan galian yang strategis adalah : 

 minyak bumi, bitumen cair, lilin bumi, 

gas alam. 

 bitumen padat, aspal. 

 antrasit, batubara, batubara muda. 

 uranium, radium, thorium dan bahan-

bahan galian radioaktip lainnya. 

 nikel, kobalt. 

 Timah. 

b. Golongan bahan galian yang vital adalah: 

 besi, mangaan, molibden,khrom, 

wolfram, vanadium, titan. 

 bauksit, tembaga, timbal, seng. 

 emas, platina, perak, air raksa, intan. 

 arsin, antimon, bismut. 

                                                           
 25 Abrar Saleng, Hukum Pertambangan (Yogyakarta: UII 

Press Yogyakarta, 2004). 86 



 
 

35 

 

 ytrium, rhutenium, cerium dan 1ogam-

logam langka lainnya. 

 berillium, korundum, zirkon, kristal 

kwarsa. 

 kriolit, fluorspar, barit. 

 yodium, brom, khlor, belerang. 

c. Golongan bahan galian yang tidak termasuk 

golongan a atau b adalah 

 nitrat-nitrat, pospat-pospat, garam batu 

(halite). 

 asbes, talk, mika, grafit, magnesit. 

 yarosit, leusit, tawas (alum), oker. 

 batu permata, batu setengah permata. 

 pasir kwarsa, kaolin, feldspar, gips, 

bentonit. 

 batu apung, tras, obsidian, perlit, tanah 

diatome, tanah serap (fullers earth). 

 marmer, batu tulis. 

 batu kapur, dolomite, kalsit. 

 granit, andesit, basal, trakhit, tanah liat, 

dan pasir sepanjang tidak mengandung 

unsur-unsur mineral golongan a maupun 

golongan b dalam jumlah yang berarti 
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ditinjau dari segi ekonomi 

pertambangan.26 

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 Pasal 34 disebutkan 

penggolongan usaha pertambangan yang meliputi 

sebagai berikut: 

1) Usaha pertambangan dikelompokkan atas: 

 Pertambangan mineral dan 

 Pertambangan batubara.  

2) Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) huruf a digolongkan atas: 

 Pertambangan mineral radioaktif. 

 Pertambangan mineral logam. 

 Pertambangan mineral bukan logam, dan 

 Pertambangan batuan.27 

 

D. Pertambangan Timah 

Sejarah pertambangan timah pengelolaan 

tambang sebelummya dipegang oleh pemerintah 

Hindia Belanda melalui Bangka Tinwinningbedriif 

                                                           
 26 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1980 Tentang 

Penggolongan Bahan-Bahan Galian 

 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 

2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara 
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(BTW). Akan tetapi, setelah kemerdekaan masa orde 

lama pada tahun 1953 kekuasaan atas BTW dipegang 

oleh pemerintah Indonesia melalui Peraturan 

Pemerintah R.I. No 96 tahun 1961. Luas wilayah pulau 

yang mencapai 1.294.000 ha, daratannya hampir 

27.60%  atau seluas 321.577 ha merupakan lahan 

tambang timah yang dikelola oleh perusahaan. Dalam 

Peraturan Pemerintah R.I. No. 96 tahun 1961, 

membentuk Badan Pimpinan Umum PN Tambang 

Timah guna menggantikan Perusahaan Bangka 

Tinwinningbedriif. BPU diberi tugas oleh negara untuk 

mengkoordinir tiga perusahaan tambang timah yang 

berada di Indonesia. Ketiga perusahaan tambah timah 

tersebut yaitu PN Tambang Timah Bangka, PN 

Tambang Timah Belitung, dan PN Tambang Timah 

Singkep. Pada tahun 1968 ketiga perusahaan tambang 

timah dilebur menjadi satu oleh Badan Pimpinan 

Umum dengan nama PN Tambang Timah. 

Perusahaan tersebut berdiri pada tahun 1968 

atas dasar Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1968 

tentang pendirian PN Tambang Timah. Perusahan 

tersebut tetap menjalankan aktivitas pertambangannya 

dengan bantuan tenaga ahli dari Belanda dan dari 

beberapa negara Eropa. Sedangkan tenaga kerja yang 
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dipekerjakan yaitu orang-orang dari etnis tionghoa 

yang sudah berhenti bekerja untuk dipanggil kembali 

oleh perusahaan dengan janji memberikan gaji, 

makanan dan pakaian. Pemanggilan tersebut 

dikarenakan setelah Perang Dunia II perusahaan 

mengalami defisit tenaga kerja sehingga pemanggilan 

kembali para pekerja lama yang berpengalaman perlu 

dilakukan.28 

Pada masa orde lama, permainan monopoli 

pertambangan timah dikuasai oleh negara seperti 

sebelum kemerdekaan. Mulai dari UU No. 37 tahun 

1960 pengganti peraturan Hindia Belanda, yang dalam 

Pasal 11 tersebut menyatakan bahwa pertambangan 

rakyat hanya dapat dilakukan oleh rakyat setempat 

yang memegang kuasa (izin) pertambangan rakyat. 

Izin pertambangan rakyat harus berdasarkan atas izin 

dari menteri pertambangan. Akan tetapi rakyat sulit 

mendapatkan permohonan izin tersebut selain 

menggunakan biaya besar juga birokrasi untuk 

memperoleh izin pertambangan sangat rumit dan 

memakan waktu. Akibatnya masyarakat sekitar 

                                                           
 28 Faisal Dkk, Penegakan Hukum Pertambangan 

(Yogyakarta: Istana Agency, 2021). 39 



 
 

39 

 

memilih menambang secara sembunyi-sembunyi 

(ilegal). 

Sedangkan pada masa orde baru penguatan 

monopoli timah oleh negara mulai diperkuat, 

Sedangkan pada tahun 1976 muncul peraturan 

Pemerintah No. 3 tahun 1976 tentang peralihan bentuk 

PN Tambang Timah menjadi PT Tambang Timah 

(Persero). Peralihan bentuk ini tentunya mengacu pada 

segala hal dan kewajiban, kekayaan serta perlengkapan 

PN Tambang Timah beralih pada PT Tambang Timah 

(Persero) yang telah berbadan hukum berdasarkan akta 

notaris Imas Fatimah, SH, Nomor 1 tanggal 2 Agustus 

1976. Perusahaan ini berkedudukan di Jakarta dengan 

unit-unit produksi meliputi UPT Bangka, UPT 

Belitung, UPT Singkep dan UPT Peltim. 

Penguatan monopoli timah pada masa orde 

baru juga didukung oleh kebijakan pemerintah yang 

memberikan kewenangan kepada para petinggi militer 

untuk memegang kendali PT. Tambang Timah 

(Persero). Militer diperbolehkan menangkap dan 

memenjarakan masyarakat yang mencoba memasuki 

ruang pengelolaan timah tanpa se izin dari rezim yang 

berkuasa. Dampaknya masyarakat dilarang keras 

untuk masuk ataupun mendekati kawasan 
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pertambangan apalagi melakukan aktifitas 

penambangan secara ilegal. Pada masa orde baru tentu 

saja masih terdapat penyelendupan timah ilegal, akan 

tetapi banyak pula masyarakat yang ditangkap karena 

melakukan penambangan illegal. 

Pada masa reformasi monopoli pengelolaan 

timah oleh negara terjadi pelemahan, Pelemahan itu 

terlihat dari munculnya Surat Keputusan Menperindag 

No. 146/MPP/Kep/4/1999 pada  tanggal 22 April 1999 

menjelaskan timah dikategorikan sebagai barang bebas 

(tidak diawasi) dan pencabutan akan status timah 

sebagai komoditas strategis. Atas dasar SK tersebut 

timah tidak lagi dimonopoli oleh BUMN dan timah 

dapat diekspor oleh masyarakat secara bebas. Hal  

tersebut tentunya membawa kabar baik bagi 

masyarakat Bangka Belitung yang telah lama ingin 

mengelola kekayaan alamnya (timah) bagi 

kesejahteraan masyarakatnya.29 

Masyarakat Bangka dan Pemerintah daerah 

tentu saja memanfaatkan kesempatan tersebut untuk 

mendapatkan kekuasaan penuh atas timah. Pemerintah 

                                                           
 29 Anastasia Wiwik Swastiwi Dkk, Lintas Sejarah 

Perdagangan Timah Di Bangka Belitung Abad 19-20 (Riau: CV. 

Genta Advertising, 2017). 108 
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daerah sendiri dengan cepat mengeluarkan peraturan 

untuk melakukan pengelolaan timah yaitu: 

1. Peraturan Dearah No. 6 tahun 2001 tentang 

Pengelolaan Pertambangan Umum. 

2. Peraturan Daerah No. 20 tahun 2001 tentang 

Penetapan dan Pengaturan Tatalaksana 

Perdagangan Barang Strategis. 

3. Peraturan Daerah No. 21 tahun 2001 tentang 

Pajak Pertambangan Umum dan Mineral. 

Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka 

Belitung No. 3 tahun 2004 tentang 

pengelolaan Usaha Pertambangan Umum.30 

Kegiatan penambangan timah sekarang 

menjadi solusi pekerjaan dalam memenuhi kebutuhan 

hidup masyarakat sekitar, dikarenakan pilihan 

pekerjaan di bidang selain pertambangan timah 

dianggap tidak memberikan hasil yang memuaskan 

sebab penambangan timah hasil keuntungannya lebih 

menjanjikan dengan modal dan ketrampilan yang 

seadanya. Warga masyarakat yang pada awalnya 

                                                           
 30 Mustafa Luthfi dan Bambang Sunarwan, “Analisis 

Sebaran Kegiatan Pertambangan Timah Menggunakan Sistem 

Informasi Geografi Di Daerah Bangka, Provinsi Bangka Belitung,” 

Teknologi I, no. 13 (2008). 22-23 
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bekerja sebagai petani lada dan karet, nelayan, 

pedagang, beralih menjadi penambang timah 

dikarenakan hasil yang menggiurkan tersebut. 

 

E. Tindak Pidana Pertambangan  

Negara menguasai secara penuh akan segala 

kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi dan 

dipergunakan sebaik-baiknya untuk kemakmuran 

rakyat. Salah satunya usaha untuk memanfaatkan 

kekayaan alam tersebut ialah penggalian pada sektor 

pertambangan. Pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, 

mengatur secara detail mengenI pertambangan sebagai 

bagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka 

penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau 

batubara yang meliputi penyelidikian umum, 

eksplorasi, studi kekayaan, konstruksi, penambangan, 

pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan 

penjualan, serta kegiatan pasca tambang. 

Kerusakan ekologis sebenarnya bukan hal 

yang baru ataupun terjadi di era modern, tapi sudah 

terjadi sejak zaman umat-umat nabi terdahulu karena 

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38578
https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38578
https://www.kajianpustaka.com/2018/12/pengertian-jenis-asas-dan-tahapan-pertambangan.html
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dijelaskan dalam al-quran surah al-Baqaroh ayat 11-12 

sebagai berikut: 

 

"Dan apabila dikatakan kepada mereka janganlah 

kalian merusak apa yang ada di bumi, mereka 

menjawab sesungguhnya kami melakukan 

perbaikan. Ketahuilah sesungguhnya mereka 

adalah perusak namun mereka tidak pernah 

merasa. (Q.S. 2 [Al Baqoroh]: 11-12."31 

Sedangkan mengenai kerusakan lingkungan 

juga di jelaskan dalam hadits shohih bukhori dimana 

dalam hadits tersebut berbunyi sebagai berikut: 

صلى الله عليه وسلم  

                                                           
 31 “Https://Quran.Kemenag.Go.Id/Surah/2,”(diakses pada 

02/10/2022) 
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 [

]  

“Abu ma'mar meriwayatkan : abdul waris 

meriwayatkan : husain meriwayatkan kepada kita, 

dari yahya bin abi kasir berkata : Muhammad bin 

Ibrahim meriwayatkan kepada kita : Abu Salamah 

menceritainya : sesungguhnya diantara dia dengan 

seseorang sedang berseteru, kemudian dia 

bercerita kepada sayyidah Aisyah, kemudian 

berkata : wahai abu salamah, jauhilah perkara 

tanah, sesungguhnya Nabi berkata : siapa yang 

dhalim  dengan sejengkal ukuran tanah, niscaya 

dia dibebani 7 lapis bumi (H.R Bukhori 2453)”32 

Kegiatan pertambangan tersebut dilakukan 

oleh perusahaan tambang yang telah memiliki izin 

resmi dari pemerintah. Akan tetapi tidak jarang juga 

ditemukan perusahaan tambang yang tidak memiliki 

izin resmi atau masyarakat sekitar yang melakukan 

kegiatan penambangan secara ilegal. Hal ini sangat 

jelas memiliki dampak buruk terutama pada sektor 

lingkungan yang diakibatkan oleh tidak 

diperhatikannya aspek-aspek penting dalam 

melakukan penambangan sehingga berakibat sangat 

                                                           
 32 Al-Imam Mohammad ben Ismail Al-Bukhori, Sahih Al-

Bukhori, (Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, 2017), 114-115 
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fatal baik akan terjadi tanah longsor bahkan bisa juga 

memakan korban dalam pertambangan tersebut.33 

Sehubungan dengan adanya kegiatan 

pertambangan tanpa izin atas benda di tanah yang 

semakin marak, maka pemerintah mengeluarkan 

produk hukum berupa Instruksi Presiden Republik 

Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 tentang Koordinasi 

Penanggulangan Masalah Pertambangan Tanpa Izin. 

Adapun ketentuan di dalamnya antara lain, Instruksi ke 

tiga ayat 1 yang menyatakan bahwa menghormati hak-

hak ulayat dan kepentingan masyarakat adat setempat 

sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kemudian ayat 2 menyatakan bahwa untuk 

mengarahkan kesadaran dan ketaatan hukum 

masyarakat dalam melakukan kegiatan usaha, 

termasuk kegiatan usaha pertambangan secara benar 

dan legal sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku dan apabila diperlukan melakukan tindakan 

represif secara hukum. 

                                                           
 33 Alvika Fatmawati dwi putri dan Mujiono hafidh 

Prasetyo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan 

Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan,” Pembangunan Hukum 

Indonesia Program Studi Magister Ilmu Hukum 3 (2021). 316 

http://dprd.jatimprov.go.id/produk_hukum/id/2399/
http://dprd.jatimprov.go.id/produk_hukum/id/2399/
http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/NmJiOGUzNGFmZDgzNDkyZjE2NThhZjY3Njc2ZGVmZDNmNDU3Mzk4MA==.pdf
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Dalam Undang-Undang Pertambangan selain 

mengenal adanya pertambangan tanpa izin yang 

dianggap sebagai suatu tindak pidana, juga terdapat 

bermacam-macam tindak pidana lainnya yang 

sebagian besar ditujukan kepada pelaku usaha 

pertambangan, dan hanya satu macam tindak pidana 

yang ditujukan kepada pejabat penerbit izin di bidang 

pertambangan. Adapun macam-macam tindak pidana 

pada pertambangan antara lain: 

a. Tindak Pidana Melakukan Pertambangan 

Tanpa Izin. 

b. Tindak Pidana Menyampaikan Data Laporan 

Keterangan Palsu. 

c. Tindak Pidana Melakukan Eksplorasi Tanpa 

Hak. 

d. Tindak Pidana sebagai Pemegang IUP 

Eksplorasi Tidak Melakukan Kegiatan Operasi 

Produksi. 

e. Tindak Pidana Pencucian Barang Tambang. 

f. Tindak Pidana Menghalangi Kegiatan Usaha 

Pertambangan.34 

                                                           
 34 Made bayu Sucantra, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak 

Pidana Pertambangan,” Analogi Hukum 1 (2019).369 

http://eprints.upnjatim.ac.id/4782/1/file1.pdf
http://eprints.upnjatim.ac.id/4782/1/file1.pdf
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Maka dari itu, tindak pidana pertambangan 

merupakan salah satu perbuatan yang dilarang  oleh 

undang-undangan yang dapat dikenakan sanksi bagi 

pelaku perbuatan, guna perlindungan dalam kegiatan 

dan usaha pertambangan mineral dan batu bara. 

Masalah yang timbul akibat usaha pertambangan 

memang sangat banyak dan beraneka ragam sifat dan 

bentuknya. Yang Pertama dapat mengubah 

keseimbangan pengaturan ekologi bagi ruang lingkup 

setempat dalam waktu yang relatif singkat dan dapat 

juga mengubah bentuk tofografi dan keadaan muka 

tanah. Kedua, dapat menimbulkan suatu berbagai 

macam gangguan antara lain: pencemaran akibat debu 

dan asap polusi yang mengotori udara dan air serta 

limbah tambang mengandung zat-zat beracun yang 

membahayakan bagi masyarakat sekitar. Ketiga, 

penambangan harus bisa menjaga dan mengutamakan 

keselematan kerja dan kondisi geologis daerah supaya 

tidak terjadi kemungkinan ledakan tambang, tanah 

longsor, keruntuhan tambang dan gempa.35 

 

                                                           
 35 Adison Dkk, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Pertambangan Liar Yang Tidak Memiliki Izin Usaha 

Pertambangan (IUP),” Urnal Lex Specialis 3 (2022). 45 
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F. Macam-Macam Sanksi Pidana Pertambangan 

Hukuman atau sanksi pidana ialah merupakan 

suatu penderitaan bagi seseorang yang telah 

melakukan kesalahan karena melanggar kepentingan 

umum yang telah diatur dalam undang-undang pidana 

yang merupakan suatu sanksi dijatuhkan oleh hakim 

kepada si pelaku. Termasuk dalam kategori 

kepentingan umum yaitu:  

a. Kepentingan instansi pemerintahan serta 

perundangan pengaturan negara seperti: 

Negara, lembaga-lembaga Negara, pejabat 

Negara, pegawai negeri, undang-undang, 

peraturan pemerintah, dan lain sebagainya. 

b. Kepentingan tiap orang seperti: tubuh, jiwa, 

kemerdekaan, kehormatan, dan hak milik 

ataupun harta benda. 

Sanksi pidana dalam tindak pidana 

pertambangan mineral dan batubara meliputi sanksi 

pidana pokok dan sanksi pidana tambahan, kedua jenis 

sanksi tersebut dapat dikenakan kepada subyek hukum 

yang melanggar ketentuan pidana pertambangan dalam 
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UU Minerba.36 Pidana pokok dalam Undang-Undang 

Mineral dan Batubara antara lain : 

a) pidana penjara 

Pengertian pidana penjara dalam ketentuan 

Pasal 12 KUHP adalah berkaitan jangka waktu 

terhukum melaksanakan hukuman penjara. 

Pidana penjara menurut lamanya menjalani 

hukuman, yaitu: 

 seumur hidup atau selama waktu tertentu. 

 selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) 

hari dan paling lama 15 (lima belas tahun 

berturut-turut. 

b) pidana kurungan 

Pidana kurungan sendiri berupa hilangnya 

kemerdekaan yang bersifat sementara bagi 

seseorang yang melanggar hukum. Pidana 

kurungan lebih ringan dari pada pidana 

penjara. Lamanya pidana kurungan, yaitu: 

 paling sedikit satu hari dan paling lama satu 

tahun. 

                                                           
 36 Sucantra, “Sanksi Pidana Terhadap Tindak Pidana 

Pertambangan.” 370 
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 dapat ditambah menjadi satu tahun empat 

bulan, jika ada pidana yang disebabkan karena 

perbarengan atau pengulangan atau seorang 

pejabat melakukan perbuatan pidana 

melanggar suatu kewajiban khusus dari 

jabatannya. 

 pidana kurungan sekali-kali tidak boleh lebih 

dari satu tahun empat bulan. 

c) pidana denda.  

Pidana denda merupakan pidana yang 

dijatuhkan kepada pelaku untuk 

membayarsejumlah uang berdasarkan putusan 

dari pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. Pidana denda sendiri dihitung 

menurut lamanya maksimum pidana kurungan 

pengganti yang ditentukan untuk perbuatan 

pelaku.37 

Dalam pidana pokok hanya menjelaskan 

tentang pidana maksimal khusus dan tidak 

menjelaskan mengenai aturan atau pedoman 

penerapanya, untuk pengaturan terkait tindak pidana 

pertambangan di masa yang akan datang sebaiknya 

                                                           
 37 Salim HS, Hukum Pertambangan Di Indonesia. 291-293 
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pemerintah membuat regulasi terkait pedoman 

penerapannya. Adapun pidana tambahan dalam 

Undang-Undang Mineral dan Batubara antara lain, 

yaitu: 

a. Perampasan oleh pihak berwenang terkait 

barang atau alat yang digunakan dalam 

melakukan tindak pidana penambangan. 

b. Perampasan oleh pihak berwenang terkait 

keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana 

atau kewajiban untuk membayar biaya yang 

timbul akibat dari tindak pidana.38 

Pengertian di atas, merupakan jenis tindak 

pidana yang ada di dalam Kitab Undang-Undang 

Pidana (KUHP). Namun, Di dalam Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara juga membahas terkait jenis-jenis tindak 

pidana yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR atau 

IUPK.  Dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 

tentang Pertambangan Mineral dan Batubara tentang 

perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 

membahas mengenai pemberian sanksi pidana 

                                                           
 38 Prasetyo, “Kebijakan Hukum Pidana Dalam 

Penanggulangan Tindak Pidana Di Bidang Pertambangan.” 320 
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terhadap orang atau badan negara maupun bada swasta 

yang melanggar, yang mana sebagai berikut:39 

Pasal 158 

“Setiap orang yang melakukan Penambangan tanpa 

izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah)” 

Pasal 159 

“Pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang dengan 

sengaja menyampaikan laporan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 70 huruf e, Pasal 105 ayat (4), 

Pasal 110, atau Pasal 111 ayat (1) dengan tidak benar 

atau menyampaikan keterangan palsu dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda 

paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus miliar 

rupiah)” 

Pasal 160 (1) ayat (2) 

“Setiap orang yang mempunyai IUP atau IUPK pada 

tahap kegiatan Eksplorasi tetapi melakukan kegiatan 

Operasi Produksi dipidana dengan pidana penjara 

                                                           
 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 

2020 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara. 



 
 

53 

 

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paiing banyak Rp 

1 00.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)” 

Pasal 161 

“Setiap orang yang menampung, memanfaatkan, 

melakukan Pengolahan danf atau Pemurnian, 

Pengembangan dan/atau Pemanfaatan, Pengangkutan, 

Penjualan Mineral dan/atau Batubara yang tidak 

berasal dari pemegang IUP, IUPK, IPR, SIPB atau izin 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) huruf 

c dan huruf g, Pasal 104, atau Pasal 105 dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

denda paling banyak Rp 100.000.000.000,00 (seratus 

miliar rupiah)” 

Pasal 161A 

“Setiap pemegang IUP, IUPK, IPR, atau SIPB yang 

memindahtangankan IUP, IUPK, IPR, atau SIPB 

sebagaimana dimaksud Pasal 7OA, Pasal 86G huruf a, 

dan Pasal 93 ayat (1) dipidana dengan pindana penjara 

paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak 

Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 

Pasal 161B 

Setiap orang yang IUP atau IUPK dicabut atau berakhir 

dan tidak melaksanakan: a. Reklamasi dan/atau 

Pascatambang; dan/atau b. penempatan dana jaminan 
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Reklamasi dan/atau dana jaminan Pascatambang, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) 

tahun dan denda paling banyak Rpi00.000.000.0O0,0O 

(seratus miliar rupiah). 

Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1), pemegang IUP atau IUPK dapat dijatuhi pidana 

tambahan berupa pembayaran dana dalam rangka 

pelaksanaan kewajiban Reklamasi dan/atau 

Pascatambang yang menjadi kewajibannya. 

Pasal 162 

“Setiap orang yang merintangi atau mengganggu 

keglatan Usaha Pertambangan dari pemegang IUP, 

IUPK, IPR, atau SIPB yang telah memenuhi syarat-

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (2) 

dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) 

tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 

(seratus juta rupiah)” 

Pasal 164 

“Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

158, Pasal 159, Pasal 160, Pasal 161, Pasal 161A, Pasal 

1618, dan Pasal 162 kepada pelaku tindak pidana dapat 

dikenai pidana tambahan berupa: a. perampasan 

barang yang digunakan dalam melakukan tindak 

pidana; b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari 
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tindak pidana; dan/atau c. kewajiban membayar biaya 

yang timbul akibat tindak pidana.” 
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BAB III 

PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT 

TENTANG PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL 

NOMOR 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl 

 

A. Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 

119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah 

tentang analisis putusan Nomor 

119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl perkara pertambangan timah 

ilegal di Dusun Tirus Desa Riau Kecamatan Riau Silip 

Kabupaten Bangka. Kejadian pertambangan timah 

ilegal itu diketahui berawal pada hari Selasa tanggal 04 

Februari 2020 sekitar pukul 16.30 WIB bahwa telah 

terjadi tanah longsor di lokasi tambang milik terdakwa 

selaku penyelenggara penambangan pasir timah yang 

berada di Dusun Tirus Desa Riau Kecamatan Riau 

Silip Kabupaten Bangka yang terdakwa ketahui dari 

saksi Zahariansyah als Ari selaku orang yang 

mengurus tambang dan makan pekerja dan akibat 

terjadinya tanah longsor tersebut salah satu pekerja 

tambang yang bernama Warto als Ucrit menginggal 

dunia akibat tertimbun galian timah. 
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Terdakwa sendiri mulai melakukan kegiatan 

penambangan pasir timah bertempat di Dusun Tirus 

Desa Riau Kecamatan Riau Silip Kabupaten Bangka 

telah beroperasi selama ±2 (dua) bulan di tempat yang 

mengalami longsor tersebut  ±3 (tiga) minggu dengan 

cara kegiatan penambangan pasir timah yaitu, alat 

berat merek HITACHI sebanyak 2 (dua) unit dengan 

operator saudara Nuryanto dan Saudara Karim 

mengupas tanah untuk membuka kolong dan 

mengumpulkan tanah yang masih bercampur dengan 

pasir timah, kemudian tanah yang masih bercampur 

dengan pasir timah tersebut disemprot air dengan 

menggunakan 1 (satu) unit mesi Dongfeng lalu hasil 

semprotan tersebut di hisap oleh 1 (satu) unit mesin PS 

dan dialirkan melalui pipa ke sakan (tempat 

penampungan pasir timah), setelah berada di sakan 

dilakukan pembersihan timah yang masih bercampur 

dengan pasir dan tanah, setelah timah bersih kemudian 

pasir timah tersebut dimasukkan ke dalam karung dan 

hasil timah tersebut dijual terdakwa setiap harinya.40 

Menurut hukum acara pidana, Dari peristiwa 

tersebut tahap pertama ialah melakukan penyelidikan. 

                                                           
 40 PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl, 8-9  
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Penyelidikan menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP adalah 

serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai 

tindak pidana, guna menentukan dapat atau tidaknya 

dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur 

undang-undang ini. Sedangkan unsur-unsur pokok 

dalam penyelidikan, yaitu: 

a. Orang/pejabat yang menjadi penyelidik. 

b. Tindakan mencari dan menemukan. 

c. Dugaan peristiwa pidana. 

d. Berlanjut/tidaknya ke tahap penyidikan.41 

Setelah proses penyelidikan maka dilanjut ke 

tahap penyidikan seperti halnya dalam Pasal 1 angka 2 

KUHAP menyatakan "Penyidikan adalah serangkaian 

tindakan penyidik dalam hal menurut cara yang diatur 

dalam undang-undang ini untuk mencari serta 

mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna 

menemukan tersangkanya”.42 Biasanya tersangka itu 

ditemukan pada akhir proses penyidikan, Adapun 

pihak yang melakukan penyidikan, yaitu :  

                                                           
 41 Nikolas Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam 

Sirkus Hukum (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009). 48 

 42 Ramdhan Kasim dan Apriyanto Nusa, Hukum Acara 

Pidana : Teori, Asas Dan Perkembangannya Pasca Putusan 

Mahkamah Konstitusi (Malang: Setara Press, 2019). 60 
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a) Pejabat Polri tertentu yang sekurang-

kurangnya berpangkat pembantu letnan dua 

polisi. Sekarang letnan dua polisi diganti 

namanya dengan inspektur dua (Ipda) polisi. 

b) Pejabat pegawai negeri sipil (PNS) tertentu 

yang sekurang kurangnya berpangkat pengatur 

muda tingkat (golongan 11/b) atau yang 

disamakan dengan itu (Pasal 6 KUHAP jo. 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah 

Nomor27 Tahun 1983).43 

Adapun persiapan berkas perkara merupakan 

tanggung jawab penuh dari penyidik, supaya 

berkepastian dapat diserahkan pada jaksa penuntut 

umum untuk disidangkan di pengadilan. Dalam hal 

tersebut syarat hukum sudah terpenuhi dan semua 

orang yang terlibat dalam perkara itu harus dihadapkan 

kepada pengadilan. Hal tersebut dikenal sebagai asas 

legalitas, bahwa semua warga negara harus 

diperlakukan sama di depan hukum sehingga apa pun 

alasan dan siapa pun dia dalam perkara itu, biar 

hukumlah yang memutuskan tentang bagaimana 

                                                           
 43 Anang Priyanto, Hukum Acara Pidana Indonesia 

(Yogyakarta: Ombak, 2012). 15 
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kesalahan dan hukumannya dalam perkara tersebut.44 

Sedangkan tuntutan pidana yang diajukan oleh 

penuntut umum terhadap terdakwa Rudi Irpansyah als 

Habib Iqbal sebagai berikut: 

1) Menyatakan terdakwa Rudi Irpansyah Als 

Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud telah terbukti 

secara sah dan menyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana "melakukan usaha 

penambangan tanpa IUP IPR atau IUPK 

sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 

158 UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang 

Pertambangan Mineral dan Batubara dalam 

dakwaan tunggal Penuntut Umum. 

2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rudi 

Irpansyah Als Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud 

berupa pidana penjara selama 2 (dua) Bulan 

dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan 

ditambah dengan denda sebesar Rp. 500.000. 

(lima ratus ribu rupiah) subsidiair 1 (satu) 

Bulan Kurungan dengan perintah agar 

Terdakwa tetap di dalam tahanan. 

                                                           
 44 Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus 

Hukum. 171 
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3) Menetapkan agar barang bukti berupa: 

– 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI 

ZAXIS 200 warna orange dengan Product 

Identification Number 

HCM1G600C00119080* 

– 1 (satu) unit 1 (satu) unit alat berat merek 

HITACHI ZAXIS 200 warna orange tanpa 

Product Identification Number 

Dikembalikan kepada Terdakwa, 

– 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit dengan 

pompa. 

Dirampas untuk Negara: 

– 1 (satu) buah selang sabak 

Dirampas untuk dimusnahkan,  

4) Menetapkan agar terdakwa dibebani 

membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000, 

(lima ribu rupiah).45 

Dalam hal ini Tersangka atau terdakwa berhak 

untuk mengusahakan dan mengajukan saksi ataupun 

seseorang yang memiliki keahlian khusus guna 

memberikan keterangan yang menguntungkan bagi 

dirinya sendiri. Pada umumnya, pihak dari penyidik 

                                                           
 45 PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. 2 
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atau penuntut umum tidak dapat memberikan 

informasi yang jelas bahwa tersangka atau terdakwa 

memiliki hak untuk mengajukan saksi yang 

menguntungkan. Dalam hukum acara pidana alat bukti 

yang sah sebagaimana dalam Pasal 184 KUHAP, 

yaitu:  

a. Keterangan saksi. 

b. Keterangan ahli. 

c. Surat. 

d. Petunjuk. 

e. Keterangan Terdakwa.46 

Adapun dalam dalam Pasal 1 butir 27 KUHAP 

yang menyatakan bahwa keterangan saksi adalah salah 

satu alat bukti dalam perkara pidana berupa keterangan 

dari saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alamu sendiri 

dengan menyebut dasan dari pengetahuannya itu. Ada 

tiga tolak ukur tanggung jawab dari keterangan saksi, 

yaitu Melihat, Mendengar, dan Mengalami. Yang 

menjadi saksi dalam pertambangan timah ilegal 

tersebut antara lain: 

                                                           
 46 Nusa, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas Dan 

Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. 214 
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1) Erwin Arpohan als Erwin Bin Anuar : 

Anggota POLRI yang melakukan 

penangkapan terhadap terdakwa dan 

mengamankan alat yang digunakan dalam 

kegiatan tambang berupa 1 unit alat berat 

merek Hitachi Zaxis 200 warna orange tanpa 

nomor produksi dan 1 unit mesin diesel yang 

dirakit dengan pompa serta selang sabak. 

2) Zahariansyah als Ari Lob Bin Damri 

:Pekerja tambang yang mengetahui terjadinya 

tanah longsor dilokasi tambang. Saksi juga 

mengetahui akibat tanah longsor tersebut satu 

pekerja tambang atas nama Warto als Ucrit 

meninggal dunia karena terdorong dan 

tertimbun tanah longsoran. 47 

Termasuk juga alat bukti yang sah itu adalah 

keterangan ahli, dimana dalam KUHAP Pasal 1 butir 

28 mendefinisikan keterangan yang diberikan oleh 

seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal 

yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkarà 

pidana guna kepentingan pemeriksaan.48 Merujuk pada 

                                                           
 47 PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. 5-6 

 48 Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus 

Hukum. 267 
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KUHAP, bahwa keahlian seseorang yang memberikan 

keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan 

yang didapat dari pendidikan formal semata akan tetapi 

keahlian tersebut dapat diperoleh dari pengalaman.49 

Adapun keterangan ahli dalam kasus pertambangan 

timah ilegal ini adalah:  

a) Deddi Agusta bin Syamun : Bekerja 

sebagai PNS di Kementrian Energi dan 

Sumber Daya Mineral dengan jabatan ahli 

sebagai Analisis Pertambangan di Dinas 

Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi 

Kep. Bangka Belitung menjelaskan orang 

yang melakukan kegiatan penambangan 

pasir timah harus memiliki Izin Usaha 

Pertambangan (IUP) Tahap Operasi 

Produksi dengan komoditas timah/ memiliki 

kemitraan/ kontrak dengan pemegang IUP 

yang dilengkapi dengan Izin Usaha Jasa 

Pertambangan (IUJP) atau Izin 

Pertambangan Rakyat (IPR) dengan 

komoditas timah, sedangkan kegiatan yang 

                                                           
 49 Nusa, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas Dan 

Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. 220 
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dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidak 

diperbolehkan (tidak dibenarkan) karena 

melanggar Pasal 158 UU Nomor 4 tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan 

Batubara.50 

Pemberlakuan mengenai keterangan terdakwa 

sebagai alat bukti yang sah di mata hukum merupakan 

bagian dari salah satu prestasi KUHAP. Seiring 

berjalannya waktu, pemberlakuan tersebut 

berkembang secara mendasar dan meluas ke dalam 

sistem pemeriksaan di dalam penyidikan dan 

persidangan.51 Adapun keterangan terdakwa sendiri 

dirumuskan dalam Pasal 189 KUHAP yang berbunyi: 

1) keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa 

nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia 

lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami 

sendiri. 

2) Keterangan terdakwa yang diberikan di luar 

sidang dapat digunakan untuk membantu 

menemukan bukti di sidang, asalkan 

keterangan itu di dukung oleh suatu alat bukti 

                                                           
 50 PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. 6-8 

 51 Simanjuntak, Acara Pidana Indonesia Dalam Sirkus 

Hukum. 272 
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yang sah sepanjang mengenai hal yang 

didakwakan kepadanya. 

3) Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan 

terhadap dirinya sendiri. 

4) Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk 

membuktikan bahwa ia bersalah melakukan 

perbuatan yang didakwakan kepadanya, 

melainkan harus disertai dengan alat bukti 

yang lain.  

Berpijak pada Pasal 189 ayat 1 di atas, yang 

pada prinsipnya keterangan terdakwa adalah apa yang 

dinyatakan atau diberikan terdakwa di sidang 

pengadilan.52 Dipersidangan terdakwa mempunyai 

kebebasan untuk memberikan keterangan yang dapat 

berupa pengakuan maupun pengingkaran. Baik 

pengakuan maupun pengingkaran itu berhubungan 

dengan perbuatan yang ia lakukan maupun terhadap 

keadaan tertentu.53 Adapun keterangan dari terdakwa 

sendiri yaitu: 

a) Rudi Irpansyah (Terdakwa) ditangkap 

karena melakukan penambangan dimana 

                                                           
 52 Nusa, Hukum Acara Pidana : Teori, Asas Dan 

Perkembangannya Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi. 225 

 53 Priyanto, Hukum Acara Pidana Indonesia. 94 
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lokasi pertambangan tersebut terjadi tanah 

longsor pada hari selasa tanggal 4 Februari 

2020 sekira pukul 16.30 WIB yang 

mengakibatkan satu pekerjanya meninggal 

dunia, Terdakwa diberitahu terjadinya tanah 

longsor oleh Zahariansyah als Lob selaku 

pengurus tambang dan makan pekerja. 

Terdakwa sendiri mengelola penambangan 

timah selama 3 (tiga) minggu dimulai tanggal 

10 Januari 2020, sedangkan pada tanggal 20 

Januari 2020 terdakwa baru mengurus izin 

usaha pertambangan yang diajukan ke PT. 

Timah sebagai mitra PT. Timah akan tetapi 

izin tersebut belum keluar namun Terdakwa 

sudah melakukan kegiatan penambangan. 54 

 

B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara 

Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl 

Dalam pertimbangan hakim mengenai perkara 

pertambangan timah ilegal, pengadilan negeri harus 

merujuk pada hukum acara peradilan umum. Dalam 

mencapai suatu keadilan, esensi dan eksistensi pada 

                                                           
 54 PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. 8-9 
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peradilan umum itu sendiri harus mampu mewujudkan 

kepastian hukum sebagai suatu nilai yang sebenarnya 

telah terkandung dalam peraturan hukum yang 

bersangkutan itu sendiri. Hakim merupakan salah satu 

penegak hukum, dimana mempunyai suatu tugas 

pokok di bidang judisial seperti, menerima, 

memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap 

perkara yang diajukan kepadanya. Menurut Undang-

Undang Nomor 48 Tahun 2009 tugas hakim yaitu: 

a. Mengadili menurut hukum dengan tidak 

membeda-bedakan orang (Pasal 4 ayat (1)) 

b. Membantu pencari keadilan dan berusaha 

mengatasi segala hambatan dan rintangan 

untuk dapat tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan (Pasal 4 ayat 

(2)). 

c. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus suatu perkara yang 

diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada 

atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya (Pasal 10 ayat 

(1)) Frasa dimaksud didasarkan pada adagium 

ius curia novit yang bermakna bahwasanya 

pengadilan mengetahui hukumnya (de 
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rechtbank kent het recht) artinya memahami 

penyelesaian hukum atas perkara yang 

diajukan kepadanya. 

d. Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan 

yang hidup dalam masyarakat (Pasal 5 ayat 

(1)).  

e. Dalam mempertimbangkan berat ringannya 

pidana, hakim wajib memerhatikan pula sifat 

yang baik dan jahat dari terdakwa (Pasal 8 ayat 

(2)).55 

Dari pengertian diatas, majelis hakim telah 

mempertimbangkan tuntutan yang diajukan oleh jaksa 

penuntut umum terkait pelaku pertambangan timah 

ilegal nomor 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl.  Adapun 

pertimbangan-pertimbangan hukum yang didapat oleh 

hakim antara lain sebagai berikut:  

1. Unsur setiap orang  

a) Menimbang Setiap orang yang dimaksud 

dalam pasal ini adalah orang perseorangan 

sebagai subjek hukum. tentang subjek 

                                                           
 55 Oly viana Agustine, Sistem Peradilan Pidana : Suatu 

Pembaharuan (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019). 118 
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pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak 

pidana dimaksud. Terdakwa adalah subjek 

hukum, maka terdakwa Rudi Irpansyah als 

Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud dengan 

identitas selengkapnya diatas dan diakui 

oleh terdakwa sebagai dirinya sendiri yang 

diajukan dalam perkara ini dalam keadaan 

sehat jasmani dan rohani dan dapat 

mempertanggungjawabkan semua 

perbuatan yang telah dilakukannya dan telah 

didakwa oleh Penuntut Umum melakukan 

tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas. 

b) Menimbang Majelis Hakim berkeyakinan 

bahwa unsur "setiap orang telah terpenuhi.56 

2. Unsur yang melakukan usaha penambangan 

tanpa Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin 

Pertambangan Rakyat (IPR) atau Izin Usaha 

Pertambangan Khusus (IUPK) 

a) Menimbang unsur ini bersifat alternatif 

apabila salah satu telah terpenuhi maka 

sudah cukup dan tidak perlu 

mempertimbangkan yang lain, dari 

                                                           
 56 PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. 12 
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keterangan saksı-saksi ahli dan dikuatkan 

oleh keterangan dari Terdakwa di 

persidangan. 

b) Menimbang semua unsur dari Pasal 158 

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 

4 tahun 2009 Tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara telah terpenuhi, maka 

Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti 

secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana sebagaimana 

didakwakan dalam dakwaan tunggal 

Penuntut Umum 

c) Menimbang dalam persidangan Majelis 

Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat 

menghapuskan pertanggungjawaban 

pidana. baik sebagai alasan pembenar dan 

atau alasan pemaat maka Terdakwa harus 

mempertanggungjawabkan perbuatannya 

dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan 

perbuatannya. 

d) Menimbang dalam perkara ini terhadap 

Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan 

penahanan yang sah, maka masa 

penangkapan dan penahanan tersebut harus 
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dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan. 

e) Menimbang terdakwa ditahan dan 

penahanan terhadap Terdakwa dilandasi 

alasan yang cukup maka perlu ditetapkan 

agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

f) Menimbang barang bukti yang diajukan di 

persidangan untuk selanjutnya 

dipertimbangkan sebagai berikut: 

 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI 

ZAXIS 200 warna orange dengan Product 

Identification Number 

'HCM1G600C00119080*  

 1 (satu) unit 1 (satu) unit alat berat merek 

HITACHI ZAXIS 200 warna orange tanpa 

Product Identification Number. Barang 

bukti tersebut telah disita dari Terdakwa, 

maka dikembalikan kepada Terdakwa. 

 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit 

dengan pompa yang telah dipergunakan 

untuk melakukan kejahatan dan 

dikhawatirkan akan dipergunakan untuk 

mengulangi kejahatan dan barang bukti 

tersebut masih memiliki nilai ekonomis, 
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maka perlu ditetapkan agar barang bukti 

tersebut dirampas untuk Negara. 

 1 (satu) buah selang sabak Barang bukti 

tersebut telah dipergunakan untuk 

melakukan kejahatan dan dikhawatirkan 

akan dipergunakan untuk mengulangi 

kejahatan, maka perlu ditetapkan agar 

barang bukti tersebut dirampas untuk 

dimusnahkan. 

 Berdasarkan undang-undang ini 

mensyaratkan selain penjatuhan pidana 

penjara juga pidana denda maka terhadap 

Terdakwa juga di jatuhi pidana denda dan 

apabila denda tersebut tidak dapat dibayar 

oleh Terdakwa maka akan dijatuhi pidana 

kurungan yang lamanya akan ditentukan 

dalam amar putusan. 

 Untuk menjatuhkan pidana terhadap 

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan 

terlebih dahulu keadaan yang 

memberatkan dan yang meringankan 

Terdakwa 

Keadaan yang memberatkan dan 

meriangatkan, yaitu: 
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Memberatkan: 

a) Terdakwa tidak mendukung program 

pemerintah dalam pengembangan serta 

pendayagunaan Sumber Daya Alam di 

Indonesia, 

b) Dalam kegiatan penambangan yang dilakukam 

Terdakwa membahayakan orang lain dan telah 

mengakibatkan adanya korban meninggal 

dunia. 

c) Kegiatan penambangan yang dilakukan 

Terdakwa dapat merusak lingkungan hidup, 

Meringankan: 

a. Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan. 

b. Terdakwa mengakui dan menyesali 

perbuatannya. 

c. terdakwa belum pernah dihukum: 

Majelis hakim menimbang bahwa oleh karena 

Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani 

pula untuk membayar biaya perkara.57 

Maka berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang 

Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral 

dan Batubara dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

                                                           
 57 PUTUSAN Nomor 119/Pid.Sus/2020/PN.Sgl. 12-17 
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1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan 

perundang-undangan lain yang bersangkutan, hakim 

mengadili sebagai berikut: 

Majelis hakim mengadili: 

1. Menyatakan Terdakwa Rudi Irpansyah als 

Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud tersebut 

diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah melakukan tindak pidana melakukan 

usaha pertambangan mineral tanpa IUP.IPR, 

IUPK 

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa 

tersebut oleh karena itu dengan pidana selama 

3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000, 

(lima ratus ribu Rupiah) dengan ketentuan 

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 

dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. 

3. Menetapkan masa penangkapan dan 

penahanan yang telah dijalani Terdakwa 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang 

dijatuhkan: 

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.  

5. Menetapkan barang bukti berupa: 

a. 1 (satu) unit alat berat merek HITACHI 

ZAXIS 200 warna orange dengan Product 
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Identification Number 

"HCM1G600C00119080. 

b. 1 (satu) unit 1 (satu) unit alat berat merek 

HITACHI ZAXIS 200 warna orange tanpa 

Product Identification Number. 

Dikembalikan kepada Terdakwa. 

c. 1 (satu) unit mesin diesel yang dirakit dengan 

pompa. 

Dirampas untuk Negara. 

d. 1 (satu) buah selang sabak. 

Dirampas untuk dimusnahkan. 

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar 

biaya perkara sejumlah Rp.5.000.00, (lima ribu 

rupiah): 

Putusan pertambangan timah ilegal tersebut 

dijatuhkan pada hari selasa tanggal 21 April 2020 

dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim yang 

dibacakan pada sidang terbuka untuk umum dengan 

dihadiri Hakim Anggota, Panitera Pengganti, Penuntut 

Umum dan Terdakwa. 
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BAB IV 

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PUTUSAN 

PERTAMBANGAN TIMAH ILEGAL 

PENGADILAN NEGERI SUNGAILIAT NO. 

119/Pid.Sus/2020/PN Sgl 

 

A. Tinjauan Hukum Formil Terhadap Putusan 

NO. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl  

Adapun analisis penulis terkait tindak pidana 

pertambangan timah ilegal di Bangkabelitung studi 

putusan Nomor 119/PID.SUS/2020/PN SGL, dilihat di 

tinjau dari hukum formil bahwa tata cara beracara 

dalam suatu penyelesaian perkara. Sebagaimana dalam 

penyelesaian perkara tindak pidana, dengan cara 

beracara sebagaimana yang telah ditentukan dalam 

Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang kitab 

undang-undang hukum acara pidana sepanjang tidak 

ditentukan dalam undang-undang lain. Terkait perkara 

tersebut yang terjadi di Dusun Tirus Desa Riau Silip 

Kecamatan Riau Kabupaten Bangka dan diadili di 

Pengadilan Negeri Sungailiat, hal ini merupakan 

kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Sungailiat 

berwenang memeriksa, mengadili dan memutus 
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perkara tindak pidana pertambangan yang merupakan 

amanat kitab undang-undang hukum acara pidana 

pasal 84 yang menyatakan bahwa pengadilan negeri 

berwenang mengadili segala perkara tindak pidana 

yang terjadi di daerah hukumnya.  

Selanjutnya dilakukan penahanan rumah 

terhadap terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal, 

selama pemeriksaan hingga dijatuhkan hukuman 

(vonis). Hal ini telah sesuai dengan amanat kitab 

undang-undang hukum acara pidana pasal 193 ayat (2) 

huruf a dan b yang menyatakan bahwa pengadilan 

dapat memerintahkan terdakwa ditahan jika memenuhi 

ketentuan dalam pasal 21 dan terdapat alasan yang 

cukup untuk itu dan memerintahkan agar terdakwa 

tetap berada dalam tahanan setelah menjatuhkan 

putusan. Sebagaimana dalam pasal 21 ayat (1) kitab 

undang-undang hukum acara pidana menjelaskan 

bahwa penahanan dapat dilakukan terhadap tersangka 

atau terdakwa apabila adanya kekhawatiran tersangka 

atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau 

menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi 

tindak pidana. Keadaan yang mengkhawatirkan ini 

meliputi subjektivitas tersangka atau terdakwa yang 

bertitik tolak pada penilaian subjektif. Penahanan ini 
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dilakukan dengan tujuan untuk memperlancar jalannya 

persidangan dan penahanan dapat dilakukan oleh 

pejabat atau instansi yang berwenang yaitu penyidik 

atau penyidik pembantu, penuntut umum dan hakim. 

Hal ini sejalan dilakukannya penahanan rumah 

terhadap Rudi Irpansyah als Habib Iqbal selama 

pemeriksaan hingga dijatuhkannya hukuman (vonis) 

sebab tidak terdapat alasan yang kuat terhadap 

terdakwa, Selama pemeriksaan hingga adanya putusan 

terdakwa Rudi Irpansyah als Habib Iqbal bersikap 

kooperatif. Dengan arti bahwa terdakwa selalu hadir 

dalam pemeriksaan, selalu hadir dalam jadwal 

persidangan, tidak menghalangi atau menghambat 

jalannya persidangan. 

Melihat surat dakwaan penuntut umum yang 

disusun secara alternatif subsidaritas, dakwaan 

tersebut memuat identitas lengkap terdakwa yaitu 

sebagai berikut : 

Nama   : Rudi Irpansyah als 

Habib Iqbal Bin Sayid Mahmud 

Tempat Lahir  : Belinyu 

Umur/Tanggal Lahir : 51 Tahun/10 Juli 

1968 

Jenis Kelamin   : Laki-laki 
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Kebangsaan  : Indonesia 

Agama   : Islam 

Tempat Tinggal : Jln. Bahari Rt.03 

Rw.06 Kel. Kuto 

Panji Kec. Belinyu 

Kab. Bangka 

Pekerjaan  : Swasta 

Hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam 

pasal 143 ayat (2) huruf a kitab undang-undang hukum 

acara pidana yang merupakan syarat formil. 

Selanjutnya huruf b menyatakan bahwa surat dakwaan 

harus memuat uraian tindak pidana yang dilakukan 

secara cermat, jelas dan lengkap, dengan menyebut 

waktu dan tempat tindak pidana tersebut dilakukan, 

yang merupakan syarat materil surat dakwaan dan 

apabila syarat ini tidak terpenuhi maka surat dakwaan 

batal demi hukum. Dalam surat dakwaan tersebut telah 

menguraikan secara lengkap bahwa tindak pidana 

tersebut dilakukan di Dusun Tirus Desa Riau Silip 

Kecamatan Riau Kabupaten Bangka, yang diawali 

dengan tanab longsor milik terdakwa yang berada di 

Dusun Tirus Desa Riau Silip Kecamatan Riau 

Kabupaten Bangka dan penambangan timah ilegal 

dengan menggunakan alat berat. Telah melakukan 
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tindak pidana pertambangan  Rudi Irpansyah als Habib 

Iqbal (Pemilik) sebagaimana dakwaan penuntut umum 

yang disusun secara tunggal. 

Untuk membuktikan dakwaan penuntut 

umum, perlu adanya alat bukti sebagaimana yang 

diatur dalam pasal 184 kitab undang-undang hukum 

acara pidana.Yang dimaksud dengan alat bukti yaitu 

keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan 

keterangan terdakwa. Maka dari itu penuntut umum 

menghadirkan 3 (tiga) orang saksi atas nama: Erwin 

Arpohan, Zahariansyah serta 1 (satu) orang saksi ahli 

atas nama Deddi Agusta, S.T, Selain itu penuntut 

umum juga menghadirkan 4 (empat) barang bukti. 

Serta dengan adanya keterangan terdakwa didepan 

persidangan. Sehingga lebih memperkuat lagi apa yang 

telah didakwakan penuntut umum terhadap terdakwa. 

Hal ini telah memenuhi syarat batas minimal alat bukti 

yaitu minimal dua alat bukti yang diatur dalam pasal 

183 kitab undang-undang hukum acara pidana. 

Berdasarkan apa yang terjadi dalam 

persidangan maka majelis hakim memberikan putusan. 

Adapun syarat sah putusuan dalam pasal 197 ayat (1) 

kitab undang-undang hukum acara pidana yaitu : 
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1) Kepala putusan atau konsideran yang dituliskan 

berbunyi : “DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YANG 

MAHA ESA” 

2) Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, 

jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, 

agama dan pekerjaan terdakwa 

3) Dakwaaan, sebagaimana terdapat dalam surat 

dakwaan, yang menggunakan dakwaan tunggal. 

4) Pertimbangan yang disusun secara ringkas 

mengenai fakta dan keadaan beserta alat-

pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di 

sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan 

terdakwa. Dalam perkara ada 2 saksi, 1 (satu) 

saksi ahli, 4 alat bukti surat yang dihadirkan 

penuntut umum dan terdakwa tidak mengajukan 

saksi yang meringankan (a de charge). 

Berdasarkan alat bukti tersebut ditemukan fakta-

fakta hukum dalam persidangan adanya 

kesesuaian antara laporan dan kenyataan yang 

terjadi dilapangan. 

5) Tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam 

surat tuntutan. Tuntutan jaksa terdakwa terbukti 

bersalah melakukan atau turut melakukan 
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perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri 

sendiri atau orang lain dengan pidana penjara 

selama 2 (dua) bulan dan denda Rp. 500.000.- 

(lima ratus ribu) subsidair 1 (satu) bulan 

kurungan. 

6) Pasal peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan 

pasal peraturan perundang-undangan yang 

menjadi dasar hukum dari putusan, disertai 

keadaan yan memberatkan dan yang 

meringankan terdakwa. Hal ini terdapat dalam 

hal mengingat dan terdapat 3 (tiga) poin hal 

memberatkan serta 3 (tiga) poin hal yang 

meringankan. 

7) Hari dan tanggal diadakannya musyawarah 

mejelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh 

hakim tunggal. Perkara ini diperiksa oleh majelis 

hakim dan mejelis hakim melakukan rapat, 

musyawarah pada tanggal 21 April 2020. 

8) Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah 

terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak 

pidana disertai dengan kualifikasinya dan 

pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan. 



 
 

84 

 

Pernyataan ini terdapat pada akhir penguraian 

setiap unur-unsur dari pasal yang didakwakan. 

9) Ketentuan kepada siapa biaya perkara 

dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya 

yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti. 

Biaya perkara dibebankan kepada terdakwa 

sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) hal ini 

terdapat pada poin ke-6 amar putusan dan 

memerintahkan agar barang bukti tetap terlampir 

dalam berkas perkara hal ini terdapat pada poin 

ke-5 amar putusan. 

10) Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu 

atau keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, 

jika terdapat surat otentik yang dianggap palsu. 

11) Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap 

dalam tahanan atau dibebaskan. Dalam putusan 

dengan register perkara Nomor 

119/PID.SUS/2020/PN SGL, amar tersebut 

dicantumkan bahwa terdakwa di tahan. 

12) Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, 

nama hakim yang memutus dan nama panitera. 

Dalam perkara ini putusan diucapkan pada 

tanggal 21 April 2020 oleh majelis hakim 

Fatimah, S.H.,M.H selaku ketua majelis hakim, 
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Dewi Sulistiarini, S.H., Melda Lolyta Sihite, 

S.H.,M.Hum sebagai hakim anggota,  di bantu 

panitera pengganti Imam Mualimin, S.H., 

M.H.M dan di hadiri oleh RM. Yudha Pratama, 

S.H. selaku penuntut umum pada Pemgadilan 

Negeri Sungailiat serta terdakwa menghadap 

sendiri. 

Berdasarkan analisis penulis, ketentuan dalam 

pasal 197 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara pidana dalam putusan tersebut tidak batal demi 

hukum sebab sudah terpenuhinya semua persyaratan 

serta ketegasan dan kepastian hukum terkait tindak 

pidana pertambangan timah ilegal di Bangka Belitung. 

Akan tetapi menurut penulis yang menggunakan teori 

penegakan hukum menurut Gustav Radbruch harus 

memiliki 3 (tiga) unsur seperti keadilan, kepastian, dan 

kemanfaatan. Disini unsur keadilan masih jauh sebab 

Jaksa menuntut terdakwa dengan tuntutan pidana 

penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp. 500.000 (lima 

ratus ribu rupiah)  sedangkan dalam Pasal 158 Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pertambangan 

Mineral dan Batubara menjelaskan bahwa pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 100.000.000.000 (seratus miliar 
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rupiah). Dengan demikian, prinsip keadilan belum 

terpenuhi sebab tuntutan pidana dan denda yang 

diberikan Jaksa masih dalam kategori ringan. 

 

B. Analisis Terhadap Pertimbangan Hakim Dalam 

Memutus Perkara NO. 119/Pid.Sus/2020/PN Sgl 

Berdasarkan pemaparan tersebut diatas hakim 

dalam menjatuhkan putusan Nomor 

119/PID.SUS/2020/PN SGL, menggunakan 

pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. 

Pertimbangan yuridis berkaitan dengan fakta-fakta 

yang ditemukan didepan persidangan dan oleh 

Undang-undang merupakan hal-hal yang harus dimuat 

dalam putusan. Hakim dalam memutuskan suatu 

perkara haruslah mempertimbangkan dakwaan 

penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, 

barang bukti, keterangan terdakwa dan lain 

sebagainya. Dalam menjatuhkan putusan minimal dua 

alat bukti yang sah dan dari alat bukti tersebut hakim 

memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana tersebut 

benar-benar terjadi dan terdakwalah yang 

melakukannya, yakni dengan mengaitkan antara alat 

bukti surat dan keterangan saksi-saksi dipersidangan. 
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Selain itu, untuk menjatuhkan putusan hakim harus 

pula mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang 

didakwakan terhadap terdakwa. Sedangkan 

pertimbangan non yuridis terdapat dalam hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan, seperti 

latar belakang terdakwa, kemampuan bertanggung 

jawab terdakwa serta akibat yang ditimbulkan dari 

perbuatan terdakwa. 

Berdasarkan analisis penulis pertimbangan 

yuridis hakim telah sesuai yakni telah memenuhi unsur 

yang didakwakan terhadap terdakwa. Namun 

berdasarkan pertimbangan non yuridis menurut penulis 

hakim dalam proses menjatuhkan hukuman terhadap 

terdakwa belum sesuai sesuai dengan teori keadilan 

menurut Gustav Gustav Radbruch dimana hakim 

menjatuhkan pidana penjara hanya 3 (tiga) bulan dan 

denda 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan hakim juga 

keluar dari tuntutan yang diajukan oleh Jaksa dimana 

Jaksa menuntut pidana penjara selama 2 (dua) bulan 

akan tetapi hakim memutuskan 3 (tuga) bulan. Maka 

putusan tersebut menjadi putusan Ultra Petita, Yahya 

Harahapan juga mendefisikan Ultra Petita yaitu hakim 

yang mengabulkan tuntutan melebihi ataupun diluar 

dari apa yang dituntut oleh jaksa penuntut umum. 
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Putusan pidana yang sifatnya ultra petita terdiri dari 

beberapa jenis, yaitu: 

1) Putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana 

melebihi lamanya tuntutan pidana yang diajukan 

oleh penuntut umum. Hakim dapat menjatuhkan 

pidana melebihi tuntutan yang diajukan oleh 

jaksa penuntut umum dengan memberikan 

hukuman maksimum sebagaimana ditentukan 

oleh Undang-undang. 

2) Putusan pengadilan yang menyatakan bersalah 

dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, 

namun bukan berdasarkan pasal yang 

didakwakan oleh penuntut umum. Terhadap jenis 

putusan ultra petita ini bertentangan dengan 

ketentuan Pasal 182 ayat (4) KUHAP, bahwa 

musyawarah hakim harus didasarkan atas surat 

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam 

pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya 

hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 

dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut 

umum bukan mencari-cari Pasal yang lain yang 

tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa.  

3) Putusan pengadilan yang menyatakan terdakwa 

bersalah melakukan tindak pidana atas apa yang 
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didakwakan oleh penuntut umum dan kemudian 

menjatuhkan pidana melebihi dari ancaman 

maksimal ataupun dibawah ancaman minimum 

pasal yang didakwakan. 

Menurut penulis, seharusnya hakim dalam 

menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan hal-hal 

yang memberatkan selain perbuatan terdakwa seperti 

tidak mendukung program pemerintah dalam 

pengembangan serta pendayahgunaan Sumber Daya 

Alam di Indonesia, kegiatan tambang membahayakan 

orang lain dan telah mengakibatkan adanya korban 

meninggal dunia, dan kegiatan yang dilakukan 

merusak lingkungan. Disisi lain juga kegiaatan 

tersebut  mewariskan permasalahan dasar hak-hak 

asasi manusia yang diakui sebagai hak-hak 

konstitusional berdasarkan Undang-Undang Negara RI 

tahun 1945.  

Menurut penulis, dari teori Gustav Radbruch 

Pembentukan hukum harus mampu menjamin 

kepentingan rakyat dan penegakan hukum harus 

mampu mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian 

hukum. Karena kepastian merupakan tuntutan 

hukum masyarakat yang sangat fundamental, 

sedangkan harapan hukum yang adil hanya dapat 
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terpenuhi atas dasar kepastiannya melalui positivisasi 

hukum, dari pemahaman tersebut maka kepastian dan 

keadilan merupakan hakikat hukum dalam artian 

bahwa terselenggaranya hukum secara baik maka 

hukum positif harus merupakan realisasi dari prinsip-

prinsip keadilan yang merupakan dasar tuntutan asasi 

manusia untuk dipenuhi. Seharusnya hukuman pidana 

penjara yang diputuskan oleh hakim bagi terdakwa 

ialah 1 (satu) tahun atau lebih dengan denda Rp. 

2.000.000 (dua juta rupiah) supaya terdakwa ada efek 

jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi 

dikemudian hari. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan uraian yang telah penulis 

paparkan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penerapan hukum pidana formil, bahwa putusan 

tersebut sesuai dengan syarat sahnya putusan yang 

diatur dalam pasal 197 KUHAP. Dalam putusan 

Nomor 119/PID.SUS/2020/PN SGL, menurut teori 

hukum Gustav Radbruch terkait keadilan dimana 

tuntutan pidana penjara 2 (dua) bulan dan denda Rp. 

500.000 (lima ratus ribu rupiah) yang diajukan oleh 

Jaksa masih dalam kategori ringan dikarenakan 

dalam pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara 

menjelaskan bahwa pidana penjara paling lama 10 

(sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 

100.000.000.000 (seratus miliar rupiah). 

2. Dasar pertimbangan hukum hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 

pertambangan timah ilegal di pengadilan Negeri 
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Sungailiat Nomor 119/PID.SUS/2020/PN SGL, 

antara lain sebagai berikut: 

 Pertimbangan yuridis dengan melihat fakta-fakta 

yang ditemukan dimuka prsidangan yaitu dari 

dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi, 

keterangan ahli, barang bukti, keterangan 

terdakwa dan sebagainya. Sedangkan 

pertimbangan non yuridis didasarkan pada latar 

belakang terdakwa, kemampuan bertanggung 

jawab terdakwa dan akibat yang ditimbulkan dari 

perbuatan terdakwa. Akan tetapi, menurut 

penulis mejelis hakim seharusnya menggali lebih 

dalam lagi mengenai pertimbangan hakim 

terutama terkait dengan hal-hal yang 

memberatkan. 

 Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa 

dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) 

bulan dan putusan tersebut melebihi tuntutan 

pidana yang diajukam oleh jaksa penuntut umum 

Akibatnya putusan tersebut menjadi putusan 

Ultra Petita dan bertentangan dengan Pasal 182 

ayat (4) KUHAP yang menjelaskan 

"musyawarah hakim harus didasarkan atas surat 

dakwaan dan segala sesuatu yang terbukti dalam 
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pemeriksaan di sidang, sehingga seharusnya 

hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan 

dakwaan yang diajukan oleh jaksa penuntut 

umum bukan mencari-cari Pasal yang lain yang 

tidak didakwakan terhadap perbuatan terdakwa. 

  

B. Saran  

1. Sebaiknya pelaku tindak pidana pertambangan 

timah ilegal diberikan hukuman yang lebih 

memberatkan lagi, mengingat perkara tindak pidana 

pertambangan timah ilegal sering terjadi 

dikarenakan hukuman dan denda yang dirasa masih 

dalam kategori ringan dan tidak membuat efek jera 

bagi pelaku. 

2. Masyarakat seharusnya diberikan suatu upaya 

preventif dari pihak terkait untuk memahami akibat 

buruk yang ditimbulkan oleh penambangan tanpa 

izin yang mengakibatkan berbagai hal-hal yang 

tidak diinginkan.  
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